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ABSTRAK 

 

Nama : Nanang Stiyawan 
Program Studi : Perencanaan dan Kebijakan Publik 
Judul Tesis : Analisis Pengaruh Perlakuan Pajak Tidak Langsung 

Terhadap Penerimaan Bagi Hasil dan Dana Bagi Hasil Migas 
Pada Kontraktor Pertambangan Migas di Indonesia 

 

 

Tesis ini meneliti pengaruh perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB 
dan PDRD) terhadap penerimaan bagi hasil migas dan jumlah Dana Bagi Hasil 
(DBH) Migas pada Kontraktor migas sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah 
Nomor 79 Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan data simulasi dan membandingkan hasil atas kebijakan pajak tidak 
langsung tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak 
langsung setelah Peraturan Pemerintah tersebut akan meningkatkan penerimaan 
Pemerintah dan meningkatkan jumlah DBH Migas serta memperbaiki distribusi 
pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan bagi Kontraktor, 
penerimaan bagi hasil migas mengalami penurunan dan mengurangi cash flow 
Kontraktor. Untuk menarik investor, Pemerintah perlu memberikan insentif 
kepada Kontraktor baru atau membuka peluang negosiasi perubahan split bagi 
hasil migas. 

 

Kata kunci: 
Pajak tidak langsung, bagi hasil migas, dana bagi hasil migas. 
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ABSTRACT 

 

Name : Nanang Stiyawan 
Study Programe : Magister of Planning and Public Policy 
Title : Analysis of Indirect Tax Policy to Oil and Gas’s Profit 

Revenue and Revenue Sharing on Oil and Gas Contractors 
in Indonesia. 

 

 

The thesis examines the effect of indirect tax policies (value added tax, 
land tax and local dan duties tax) to oil and gas’s profit revenue and revenue 
sharing on oil and gas contractors before and after the implementation of 
Government Regulation Number 79/2010. The research focuses on quantitative 
research by using simulation data and comparing the result to indirect tax policy 
applied. The result show that the indirect tax policy after the implementation of 
regulation will increase government revenue and revenue sharing and also 
improve revenue distribution between Central and Local governments. Meanwhile 
contractor will get benefits from decreasing of the amount of their oil and gas 
sharing revenue and decreasing cashflow. To attract more investors, Indonesian 
government should give incentives to new contractors or willing to negotiate on 
profit split of oil and gas. 

 

Key words: 
Indirect tax, oil and gas’s profit split, revenue sharing. 
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DAFTAR ISTILAH 

 

 

Contractor Entitlement : Penerimaan Kontraktor dari bagi hasil migas termasuk 
pengantian biaya dari Pemerintah 

Contractor Revenue : Penerimaan Kontraktor secara keseluruhan dari kegiatan 
bagi hasil migas dan dari luar bagi hasil migas misalnya 
penggantian pajak atau beban pajak yang menjadi hak 
dan kewajiban Kontraktor. 

Contractor Share : Penerimaan Kontraktor yang berasal dari bagi hasil 
migas yang terdiri dari FTP Share dan Equity Share  

Contractor Take : Penerimaan Kontraktor dari bagi hasil migas setelah 
dikurangi dengan kewajiban perpajakan dan kewajiban 
lainnya seperti Domestic Market Obligation. 

Cost Recovery : Biaya operasi perminyakan yang dikembalikan oleh 
Pemerintah kepada Kontraktor yang berasal dari 
produksi migas yang dihasilkan. 

Domestic Market 
Obligation (DMO) 

: Kewajiban Kontraktor untuk menyediakan kebutuhan 
minyak yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan 
dalam negeri yang jumlahnya ditetapkan dalam 
Production Sharing Contract. 

DMO Gross  : Jumlah minyak yang harus disediakan oleh Kontraktor 
untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

DMO Fee : Jumlah penggantian yang dibayarkan oleh Pemerintah 
kepada Kontraktor atas DMO Gross yang telah 
disediakan oleh Kontraktor. 

Equity to be Split : Jumlah minyak dan/atau gas yang akan dibagi antara 
Pemerintah dan Kontraktor sesuai dengan persentase 
bagi hasil sebelum pajak. 

Existing Contract : Production Sharing Contract yang ditandatangani 
sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 

First Tranche Petroleum 
(FTP) 

: Jumlah minyak dan/atau gas bumi yang diambil terlebih 
dahulu sebelum dikurangi dengan biaya operasi 
perminyakan dan dibagi antara Pemerintah dan 
Kontraktor. 
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Government Entitlement : Penerimaan Pemerintah dari kegiatan bagi hasil migas 
termasuk penerimaan pajak penghasilan dan penerimaan 
DMO. 

Government Revenue  : Penerimaan Pemerintah secara keseluruhan dari 
kegiatan bagi hasil migas termasuk penerimaan 
perpajakan yang menjadi kewajiban Kontraktor. 

Government Share : Penerimaan Pemerintah yang berasal dari bagi hasil 
migas yang terdiri dari bagian FTP Share dan Equity 
Share  

Government Take : Penerimaan Pemerintah dari kegiatan bagi hasil migas 
termasuk penerimaan pajak penghasilan dan penerimaan 
DMO. 

Indirect Tax Deduction : Mekanisme perlakuan pajak tidak langsung dimana 
pajak tidak langsung tersebut menjadi unsur dari cost 
recovery dalam penghitungan bagi hasil dan pajak 
penghasilan. 

Lifting : Jumlah minyak dan/atau gas bumi yang dijual baik oleh 
Pemerintah maupun Kontraktor. 

Net Cash Flow  : Jumlah penerimaan cash bersih yang diterima oleh 
Pemerintah atau Kontraktor pada periode tertentu. 

Offshore : Pertambangan migas yang dilakukan di laut lepas 

Onshore : Pertambangan migas yang dilakukan di darat 

Peak : Kondisi dimana produksi migas mencapai tingkat 
tertinggi pada periode tertentu. 

Plataue : Kondisi dimana produksi migas mengalami rata-rata 
produksi yang konstan. 

Production Sharing 
Contract/PSC 

: Kontrak pertambangan migas antara Pemerintah dan 
Kontraktor dengan menggunakan prinsip bagi hasil. 

Profit Oil : Jumlah minyak dan/atau gas bumi setelah dikurangi 
dengan biaya operasi perminyakan. 

Ramp-Up : Kondisi dimana produksi migas mengalami peningkatan 
secara progresif sampai suatu level produksi tertentu. 
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Recoverable CAPEX : Pengembalian atas biaya belanja modal yang telah 
dikeluarkan oleh Kontraktor. 

Recoverable OPEX : Pengembalian atas biaya operasi perminyakan yang 
telah dikeluarkan oleh Kontraktor. 

VAT Reimbursement : Mekanisme perlakuan pajak tidak langsung dimana PPN 
yang telah dibayar oleh Kontraktor dikembalikan oleh 
Pemerintah dari penerimaan bagi hasil migas bagian 
Pemerintah dan Pemerintah menanggung PBB dan 
PDRD yang menjadi kewajiban Kontraktor.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Minyak dan Gas Bumi merupakan komoditas Unrenewable 

Resources yang diperebutkan dunia international terutama karena fungsinya 

sebagai sumber energi penggerak perekonomian. Ketika minyak dan gas 

bumi pasokannya berkurang atau permintaannya naik, maka harga minyak 

bumi menjadi naik dan mempengaruhi perekonomian keseluruhan. 

Perananan penting industri pertambangan minyak dan gas bumi bagi 

Indonesia tercermin dari komposisi APBN, dimana penerimaan dari sektor 

pertambangan minyak dan gas bumi memiliki porsi yang cukup besar baik 

berupa penerimaan bagi hasil migas maupun PPh Migas. Tabel 1.1. 

menunjukkan penerimaan PPh Migas dan PNBP SDA Migas sejak tahun 

2005 sampai dengan 2008 jumlahnya mengalami peningkatan dan memiliki 

persentase terhadap total penerimaan yang cukup besar meskipun setelah itu 

mengalami penurunan. Oleh karena itu negara selalu berusaha untuk 

meningkatkan penerimaan dari sektor pertambangan migas ini yang 

merupakan hak seluruh rakyat indonesia. 

 
Tabel 1.1 

Penerimaan Negara dari Sektor Pertambangan Migas 
Tahun 2005 – 2011 

(Dalam Miliar Rupiah) 
 

Rp. % Rp. %

1 2005 493.919       35.143     7,12% 103.762    21,01% LKPP
2 2006 636.153       43.188     6,79% 158.086    24,85% LKPP
3 2007 706.109       44.001     6,23% 124.784    17,67% LKPP
4 2008 979.306       77.019     7,86% 211.617    21,61% LKPP
5 2009 847.096       50.044     5,91% 125.752    14,85% LKPP
6 2010 990.502       55.382     5,59% 151.720    15,32% APBN-P
7 2011 1.082.630    54.185     5,00% 145.261    13,42% APBN 

Ket.
Total 

Penerimaan
PPh Migas PNBP SDA Migas

No Tahun

Sumber : data pokok APBN 2005-2011 
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Utomo (2010) menjelasakan bahwa industri pertambangan migas 

merupakan industri yang spesifik dan berbeda dengan industri lainnya karena 

memerlukan modal yang besar, memiliki risiko yang tinggi dan membutuhkan 

teknologi yang tinggi pula. Industri pertambangan migas juga merupakan 

sumber daya alam penopang sumber energi nasional yang akan menggerakkan 

roda perekonomian lainnya. Oleh karena itu dalam pengelolaannya 

Pemerintah banyak ikut campur dalam regulasi bahkan pelaksanaan kegiatan 

operasionalnya. 

Dalam pengelolaan industri pertambangan migas, Pemerintah akan 

selalu berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor migas untuk 

negara selama masa kontrak. Di saat yang sama Pemerintah juga dituntut 

untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya disektor pertambangan migas. 

Pemerintah juga memiliki harapan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 

dan sosial, menciptakan lapangan kerja, alih teknologi dan mengembangkan 

infrastruktur daerah disekitar pertambangan. Sedangkan disisi lain, kontraktor 

pertambangan migas berkeinginan untuk secepatnya memperoleh kembali 

investasi yang telah dikeluarkan dan memperoleh profit yang sebesar-besarnya 

(Tordo, 2007). 

Lebih lanjut Tordo menyimpulkan berdasarkan tujuan-tujuan yang ada 

tersebut maka Pemerintah perlu membuat  suatu kebijakan fiskal yang dapat 

mendukung stabilitas makroekonomi nasional dan menjamin penerimaan 

Negara, memaksimalkan pendapatan Negara, meminimalkan  dampak negatif 

dari intrument fiskal yang digunakan, netral dan menciptakan efisiensi 

ekonomi dalam jangka panjang. 

Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah akan berdampak pada 

kegiatan yang dilakukan oleh Kontraktor dan penerimaan negara. Salah satu 

kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah adalah dari sisi perpajakan. 

Perlakuan perpajakan terhadap Kontraktor pertambangan migas dan 

perubahan-perubahan yang akan dilakukan oleh Pemerintah tentu berpengaruh 

terhadap penerimaan negara baik pajak maupun bukan pajak dan penerimaan 

Kontraktor secara keseluruhan. Secara tidak langsung perubahan penerimaan 
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negara tersebut akan berpengaruh juga pada jumlah dana bagi hasil yang 

menjadi hak daerah-daerah. 

Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemeritah Nomor 79 

Tahun 2010 tentang Biaya yang Dapat Dikembalikan dan Ketentuan Pajak 

Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam Peraturan 

Pemerintah tersebut antara lain diatur tentang biaya-biaya yang dapat 

dikurangkan dalam menghitung bagi hasil dan Pajak Penghasilan Migas. 

Biaya yang dapat dikurangkan tersebut antara lain adalah pajak tidak langsung 

yang dibayar oleh Kontraktor Pertambangan Migas. Pajak tidak langsung 

tersebut antara lain adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). 

Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan sebelum 

diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut. Sebelumnya, Kontraktor 

diwajibkan untuk membayar PPN dan atas PPN yang dibayarkan oleh 

Kontraktor Migas tersebut akan dikembalikan Pemerintah kepada Kontraktor 

dari minyak dan gas bumi bagian Pemerintah jika sudah terdapat bagi hasil. 

Sedangkan untuk PBB dan PDRD selama ini ditanggung oleh Pemerintah 

Pusat  

Berdasarkan data dan dokumen dari Tim Penyusun Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 diketahui bahwa alasan perubahan tersebut 

adalah Pemerintah akan mendapat tambahan penerimaan sebesar 15% dari 

pajak tidak langsung yang dibayarkan oleh Kontraktor apabila pajak tidak 

langsung tersebut menjadi komponen biaya (dalam hal ini untuk bagi hasil 

minyak). Penerimaan tersebut akan menjadi lebih besar apabila Kontraktor 

gagal berproduksi karena pajak tidak langsung yang telah dibayarkan tersebut 

tidak akan dikembalikan melalui mekanisme cost recovery. 

Perubahan kebijakan perpajakan tersebut tentunya akan berpengaruh 

pada penerimaan negara dan juga penerimaan kontraktor secara keseluruhan. 

Selain itu, perubahan kebijakan tersebut juga akan mempengaruhi jumlah 

Dana Bagi Hasil migas yang akan ditransfer ke Pemerintah Daerah. 

Dengan berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, 

penerimaan migas menjadi semakin penting dan banyak mendapat perhatian 

Analisis pengaruh..., Nanang Stiyawan, FE UI, 2011.



4 
 

  Universitas Indonesia 

dari Pemerintah Daerah penghasil migas. Dana Bagi Hasil termasuk salah satu 

sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk pembangunan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Penelitian terkait pengaruh perlakuan perpajakan khususnya pajak-

pajak tidak langsung terhadap kontraktor pertambangan migas sangat relevan 

dilakukan untuk menilai dampaknya terhadap penerimaan Pemerintah dan 

Konraktor dan jumlah Dana Bagi Hasil Migas untuk daerah-daaerah 

penghasil. Dengan mengetahui pengaruh dari kebijakan perpajakan tersebut, 

Pemerintah selaku regulator diharapkan dapat membuat kebijakan secara tepat 

sehingga sumber daya alam yang dimilikinya dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

 

1.1.1. Gambaran Kontrak Bagi Hasil Migas di Indonesia 

Dalam mengelola industri pertambangan migas, Pemerintah 

akan selalu berusaha mengoptimalkan pendapatan dari sektor migas 

untuk negara selama masa kontrak.  

Dalam rangka melakukan pengelolaan kegiatan pertambangan 

minyak dan gas bumi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 tentang Perusahaan 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) yang 

kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 

tentang Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah kemudian menuangkan 

kebijakan-kebijakan tersebut dalam bentuk kontrak kerja sama dengan 

kontraktor untuk melakukan penambangan minyak dan gas bumi.  

Kontrak pertambangan migas di Indonesia saat ini sebagian 

besar menggunakan sistem Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing 

Contract/PSC). Dalam model PSC, Pemerintah sudah menyiapkan 

skema bagi hasil sebagaimana ditunjukan pada Gambar 1.1.   

Berdasarkan pola bagi hasil sebagaimana Gambar 1.1., 

penerimaan negara dari kegiatan di bidang usaha hulu migas berasal 

dari penerimaan bagi hasil migas bagian Pemerintah dan Pajak 

Penghasilan Migas (PPh Migas). Sedangkan hak kontraktor berasal 
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dari minyak dan gas bumi bagian kontraktor setelah dikurangi dengan 

kewajiban membayar pajak dan bagian kontraktor dari pengembalian 

biaya produksi yang dikembalikan dalam bentuk minyak dan gas bumi. 

 

 

Sumber : data diolah kembali dari Sutadi Pudjo Utomo 

 

Gambar 1.1 

Skema Kontrak Bagi Hasil Migas 

 

Berdasarkan data dari BP MIGAS, sampai dengan tahun 2010, 

terdapat 229 Kontraktor Migas yang melakukan kegiatan di Indonesia. 

Dari jumlah tersebut 55 Kontraktor sudah berproduksi sedangkan 

sebanyak 174 Kontraktor masih dalam tahap eksplorasi. Sesuai data 

dari Indonesian Oil & Gas Book 2008, kontrak pertambangan migas 

yang ditandatangani sampai dengan tahun 2007 sebanyak 175 dengan 

rincian sebagaimana pada Tabel 1.2. dibawah ini. 
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Tabel 1.2 

Kontrak Pertambangan Migas Yang Ditandatangani 
Sampai Dengan Tahun 2007 

 

No Jenis Kontrak Produksi Non Produksi Jumlah

1 
Production Sharing 
Contract (PSC) 

47 116 163 

2 
Joint Operating Body 
(JOB) 

8 4 12 

Jumlah 55 120 175 
Sumber : Indonesian Oil & Gas Book 2008 

 

Dalam pelaksanaan yang telah dijalani selama ini, hasil akhir 

bagian Pemerintah setelah pajak (goverment take) untuk minyak pada 

umumnya sebesar 85% sedangkan bagian kontraktor (contractor take) 

sebesar 15% dan untuk gas sebesar 60% - 70% untuk Pemerintah dan 

30% - 40 % untuk Kontraktor. Adapun persentase untuk bagi hasil 

sebelum pajak tergantung dari tarif pajak yang berlaku pada saat 

kontrak ditandatangani.  

Indonesia telah melakukan beberapa kali perubahan Undang-

undang perpajakan yang menyebabkan perubahan share antara 

Pemerintah dan kontraktor sebelum pajak. Perubahan tersebut 

sebagaimana ditunjukkan pada Table 1.3.  

Sebelum tahun 1984, Kontraktor diwajibkan membayar Pajak 

Perseroan dengan tarif sebesar 45% dan Pajak atas Deviden sebesar 

20%. Pajak atas Deviden dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak 

atas deviden dengan dasar pengenaan pajak yang dihitung dengan 

mengurangkan penghasilan kena pajak dengan pajak perseroan yang 

dibayar. Oleh karena itu sesuai dengan dengan perubahan ketentuan 

perpajakan tarif efektif PPh Badan untuk Kontraktor periode sebelum 

1984, 1984, 1994 dan 2008 masing-masing adalah 56%, 48%, 44% 

dan 40%. Sedangkan besarnya share  antara Pemerintah dan kontraktor 

periode  sebelum 1984 adalah 65,91% dan 34,09%, sejak tahun 1984 – 
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1994 sebesar 71,15% dan 28,85% dan 1994 – 2001 sebesar 73,22% 

dan 26,78% serta periode 2008 adalah 75% dan 25%. 

 

Tabel 1.3 

Perubahan Tarif Pajak dan Share Bagi Hasil 
  

Pre-1984 1984 1994 2008

Income Tax
Corporate Tax 45,00% 35,00% 30,00% 25,00%
Deviden Tax (20%) 11,00% 13,00% 14,00% 15,00%
Total Income Tax 56,00% 48,00% 44,00% 40,00%

Production Sharing
Gov. Share 65,91% 71,15% 73,22% 75,00%
Cont. Share 34,09% 28,85% 26,78% 25,00%
Total Share 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Goverment Take
Gov. Share 65,91% 71,15% 73,22% 75,00%
Income Tax Revenue 19,09% 13,85% 11,78% 10,00%
Total Gov. Take 85,00% 85,00% 85,00% 85,00%

Contractor Take
Cont. Share 34,09% 28,85% 26,78% 25,00%
Income Tax Paid -19,09% -13,85% -11,78% -10,00%
Total Cont. Take 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

Perubahan
Uraian

Sumber : data diolah 

 

Kontraktor selain berkewajiban membayar PPh Badan sesuai 

yang tertuang dalam kontrak, juga diwajibkan untuk menyediakan 

kebutuhan migas untuk keperluan dalam negeri sebesar 25%  minyak 

dan gas bumi bagian kontraktor yang dikenal dengan Domestic Market 

Obligation (DMO). Pemerintah akan mengganti DMO tersebut dengan 

harga sesuai yang tercantum dalam kontrak kerja sama dan pada 

umumnya lebih kecil bila dibandingkan dengan harga pasar yang 

berlaku. Kontraktor juga membayar bonus kepada Pemerintah yang 

dapat berupa bonus penandatanganan yang dibayarkan pada saat 
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perolehan kontrak dan bonus produksi yang dikaitkan dengan jumlah 

produksi. 

 

1.1.2. Perlakuan Pajak Tidak Langsung (PPN, PBB dan PDRD) 

Pemenuhan kewajiban pajak tidak langsung oleh kontraktor 

khususnya untuk PPN Dalam Negeri, Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebelum 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 adalah sebagaimana 

diuraikan pada Tabel 1.4., 1.5. dan 1.6. di bawah ini: 

 

Tabel 1.4 

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai 
Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 

 

Uraian Penjelasan 
Peraturan terkait Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

518/KMK.016/2003 dan diperbarui dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
64/PMK.02/2005 yang mengatur tentang tata cara 
pembayaran kembali PPN yang telah dibayar oleh 
kontraktor 

Basis pengenaan 
pajak 

PPN dikenakan atas perolehan barang dan jasa di 
dalam negeri untuk kegiatan pertambangan migas. 

Administrasi  Kontraktor diwajibkan untuk membayar PPN 
yang terutang dan atas PPN yang telah dibayar 
tersebut akan dikembalikan oleh Pemerintah pada 
saat sudah terdapat bagi hasil antara Pemerintah 
dan Kontraktor. 

 Mekanisme ini dikenal dengan mekanisme 
reimbursement 

Sumber : data diolah 

Tabel 1.5 

Perlakuan Pajak Bumi dan Bangunan 
Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 

 

Uraian Penjelasan 
Peraturan terkait  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

16/PJ.6/1998 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
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 (sambungan Tabel 1.5)
Uraian Penjelasan 

  Peraturan Menteri keuangan Nomor 
127/PMK.03/2007 tentang Tata Cara 
Penatausahaan Penerimaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi 
dan Gas Bumi dan Energi Panas Bumi. 

 Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor KEP-154/PB/2008 tentang Penunjukkan 
Bank Operasional III Pajak Bumi dan Bangunan 

Basis pengenaan 
pajak 

PBB dikenakan terhadap tanah dan bangunan yang 
dimiliki oleh Kontraktor dan atas hasil produksi 
berupa minyak dan/atau gas bumi. 

Administrasi  Atas Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) yang 
menjadi kewajiban kontraktor, selama ini 
ditanggung oleh Pemerintah sehingga tidak 
terdapat kewajiban kontraktor untuk membayar 
PBB tersebut. 

 Direktorat Jendeal Pajak akan mengajukan 
permintaan pembayaran atau pemindahbukuan 
kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) atas 
PBB yang seharusnya menjadi kewajiban 
kontraktor migas.  

 DJA akan mengalokasikan PBB tersebut dari 
penerimaan bagi hasil migas bagian negara dari 
masing-masing kontraktor yang akan 
dipindahbukukan menjadi penerimaan PBB 

Sumber : data diolah 
 

Tabel 1.6 

Perlakuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 

 

Uraian Penjelasan 
Peraturan terkait  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 

tentang Pajak Daerah. 
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan 
Gas Bumi 

Basis pengenaan 
pajak 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditanngung 
oleh Pemerintah adalah Pajak Pengambilan dan 
Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 
(P3ABT & AP) dan Pajak Penerangan Jalan Non 
PLN. 
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 (sambungan Tabel 1.6)
Uraian Penjelasan 

Administrasi  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut 
selama ini ditanggung oleh Pemerintah sehingga 
kontraktor tidak berkewajiban untuk membayar 
pajak tersebut.  

 Adapun mekanisme pembayaran pajak tersebut 
adalah Direktorat Jenderal Anggaran akan 
mengajukan permohonan kepada Direktorat 
Perbendaharaan untuk melakukan 
pembayaran/transfer kepada Pemerintah Daerah 
dengan menggunakan dana dari penerimaan bagi 
hasil migas bagian negara 

Sumber : data diolah 

 

Adapun data terkait dengan PPN Reimbursement, PBB Migas 

dan PDRD adalah sebagai pada Tabel 1.7. Berdasarkan data pada 

Tabel 1.7. tersebut diketahui bahwa jumlah PBB dan PPN sangat besar 

yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap beban keuangan 

Pemerintah. 

 

Tabel 1.7 

Jumlah PPN Reimbursement, PBB Migas dan PDRD 
(dalam Miliar Rupiah) 

 

No Tahun PPN PBB PDRD Keterangan
1 2007 4.183. 17.997 70 LKPP 
2 2008 7.931 16.345 71 LKPP 
3 2009 6.147 15.788 79 LKPP 
4 2010 7.558 19.297 69 LKPP 
5 2011 8.073 20.336 96 Perkiraan 
6 2012 8.174 21.731 105 Perkiraan 

Sumber : LKPP dan Direktorat Jenderal Pajak 

 

Dalam rangka meningkatkan pengawasan dan efisiensi 

pengelolaan pertambangan migas, Pemerintah telah mengundangkan 

Peraturan Pemeritah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya yang Dapat 

Dikembalikan dan Ketentuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu 
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Minyak dan Gas Bumi. Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan 

untuk memberi landasan bagi pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas.  

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut terdapat perubahan 

mendasar yang terkait dengan topik penelitian yaitu tentang perubahan 

perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB dasn PDRD) yang menjadi 

kewajiban kontraktor pertambangan migas.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010, 

Kontraktor harus membayar pajak tidak langsung yang menjadi 

kewajibannya. Pajak tidak langsung yang dibayar akan menjadi 

komponen dari biaya dan akan dikembalikan oleh Pemerintah melalui 

Cost Recovery. Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut tentu 

akan mempengaruhi penerimaan negara baik dari penerimaan bukan 

pajak maupun penerimaan pajak serta akan mempengaruhi jumlah 

Dana Bagi Hasil Migas yang akan dibagi ke daerah-daerah. 

Peraturan Pemerintah tersebut akan diberlakukan terhadap 

kontrak-kontrak yang ditandatangani atau diperpanjang setelah 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Sedangkan untuk kontrak-

kontrak sebelumnya akan tetap berlaku sampai dengan tanggal 

berakhirnya kontrak. Oleh karena itu akan terdapat perbedaan 

perlakuan atas pajak tidak langsung dari masing-masing kontrak yang 

berpengaruh terhadap penerimaan bagi hasil dan jumlah alokasi Dana 

Bagi Hasil migas. Tabel  1.8 di bawah ini menyajikan Kontraktor 

Production Sharing Contract (PSC) yang telah berproduksi dan akan 

habis masa kontraknya mulai tahun 2011. 

 

Tabel 1.8 

Kontraktor Production Sharing Contract (PSC)  
yang Telah Berproduksi dan Akan Habis Masa Kontraknya 

 
No Tahun Kontrak 

Berakhir 
Nama Kontraktor 

1 2011 1. Camar Resources Canada 
2. Mobil Pase Inc. 
3. Kodeco Energy  Co. Ltd 
4. Medco E&P Indonesia (Blok A) 
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  (sambungan Tabel 1.8)
No Tahun Kontrak 

Berakhir 
Nama Kontraktor 

2 2013 1. Chevron Siak Inc. 
2. Medco E&P Indonesia (Blok SCS) 

3 2015 JOB Pertamina-Costa International Group Ltd 
4 2016 Petrochina International (Bermuda) Ltd 
5 2017 1. BP West Java Ltd 

2. BP Berau 
3. Total E&P Indonesie 
4. Medco E&P Lematang 

6 2018 1. JOB Talisman Ogan Komering 
2. Petrochina International East Java 
3. VICO Indonesia 
4. CNOOC SES 
5. ExxonMobil Indonesia (Blok B) 
6. ExxonMobil Exploration Indonesia 
7. Chevron Indonesia Company 

7 2019 1. JOB Pertamina Jambi Merang 
2. Citic Seram Energy 

8 2020 1. ConocoPhillips (South Jambi) Ltd 
2. Chevron Makassar Ltd 
3. Lapindo Brantas Inc. 
4. JOB Pertamina-Petrochina Salawati Ltd 

Sumber : PetroEnergy E&P Directory 2008 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraiakan pada latar belakang 

diatas, tesis ini akan mengkaji beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengaruh perubahan perlakuan pajak tidak langsung terhadap 

penerimaan negara dan penerimaan kontraktor dari kegiatan hulu migas 

secara keseluruhan? 

b. Bagaimana pengaruh perubahan penerimaan negara tersebut terhadap 

jumlah Dana Bagi Hasil Migas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah? 

c. Bagaimana perbandingan penerimaan dari bagi hasil migas dan jumlah 

dana bagi hasil antara kontrak yang ada saat ini dengan kontrak yang 

akan datang terkait dengan perubahan perlakuan pajak tidak langsung? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Menganalisis dampak perubahan perlakuan pajak tidak langsung terhadap 

penerimaan negara dan penerimaan kontraktor secara keseluruhan. 

b. Menganalisis pengaruh perubahan penerimaan negara terhadap jumlah 

dana bagi hasil untuk pemerintah daerah. 

c. Menganalisis perbandingan pengaruh perubahan perlakuan pajak tidak 

langsung terhadap penerimaan negara dan jumlah dana bagi hasil antara 

kontrak lama dan kontrak yang akan datang.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan mengetahui pengaruh dari kebijakan perpajakan tersebut, 

Pemerintah selaku regulator diharapkan dapat membuat kebijakan secara 

tepat sehingga sumber daya alam yang dimilikinya akan dapat memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia 

 

1.5 Batasan  Penelitian 

Dalam penelitian ini akan dibatasi pada analisa dampak ekonomi atas 

kebijakan perlakuan pajak tidak langsung yaitu PPN, PBB dan PDRD 

terhadap penerimaan negara dan penerimaan kontraktor serta pengaruh 

perubahan penerimaan negara tersebut terhadap jumlah dana bagi hasil untuk 

pemerintah daerah. 

Pengaruh perubahan ketentuan pajak tidak langsung terhadap perilaku 

Kontraktor tidak dibahas dalam penelitian ini dan perilaku kontraktor 

dianggap tidak berubah dengan adanya perubahan kebijakan pajak tersebut. 

Hal ini disebabkan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

kebijakan perlakuan pajak tidak langsung terhadap penerimaan Pemerintah 

dan Kontraktor dan jumlah Dana Bagi Hasil Migas sebelum dan setelah 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. 

Setiap perubahan kebijakan perpajakan pada umumnya akan merubah 

pola perilaku dari kontraktor. Oleh karena itu, penelitian terkait dengan 
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perubahan perilaku kontraktor dengan adanya perubahan kebijakan 

perpajakan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekaan kuantitatif dengan 

menggunakan simulasi pemodelan matematika sederhana sesuai dengan 

skema kontrak bagi hasil, perhitungan dana bagi hasil dan alokasi dana bagi 

hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan membandingkan 

kebijakan perlakuan pajak tidak langsung sebelum dan setelah Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Selain itu juga akan dilakukan penelitian 

perbandingan antara kontrak yang telah ada dan kontrak yang dibuat 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 terkait penerimaan 

bagi hasil migas dan Dana Bagi Hasil Migas. Dengan model simulasi dan 

perbandingan ini dapat mencerminkan perbedaan pengaruh perlakuan pajak 

tidak langsung secara keseluruhan dari kegiatan bagi hasil pertambangan 

migas. 

Data yang akan digunakan merupakan data simulasi yang dirancang 

sehingga dapat menggambarkan kegiatan pertambangan migas pada 

umumnya. Data simulasi tersebut akan dibahas lebih detail pada BAB IV. 

Untuk menggambarkan secara sistematis perumusan masalah yang 

akan diteliti dan tujuan penelitian akan digunakan model penelitian dengan 

alur pembahasan sebagaimana pada Gambar 1.2. sebagai berikut : 

Pertama, melakukan penghitungan penerimaan Pemerintah dan 

Kontraktor dari kegiatan bagi hasil migas dengan mekanisme perlakuan pajak 

tidak langsung sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2010. 

Kedua, melakukan penghitungan penerimaan Pemerintah dalam 

Rekening Minyak dan Gas Bumi dan membandingkan hasil penghitungan 

antara mekanisme perlakuan Pajak Tidak Langsung sebelum dan setelah 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. 

Ketiga, melakukan penghitungan pengeluaran pada Rekening Minyak 

dan Gas Bumi terutama menyangkut perlakuan Pajak Tidak Langsung dan 
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menghitung jumlah Dana Bagi Hasil Migas serta membandingkan hasil 

penghitungan antara mekanisme perlakuan Pajak Tidak Langsung sebelum 

dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. 

Keempat, melakukan penghitungan alokasi Dana Bagi Hasil antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah antara mekanisme perlakuan Pajak 

Tidak Langsung sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber : data diolah sendiri 

  

 Gambar 1.2 

Alur Pembahasan Penelitian 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Tesis ini akan diuraikan dalam lima bab sebagai berikut : 

Bab 1   Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, 

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab 2  Tinjauan Pustaka, memuat tinjauan teori secara umum, aspek 

perpajakan di bidang pertambangan migas, tinjauan literatur 

pengelolaan pertambangan migas terkait dengan kebijakan 

fiskalnya dan penerimaan sumber daya alam migas terkait dengan 

otonomi daerah.  

Bab 3     Metodologi Penelitian, merupakan bagian yang menggambarkan 

data penelitian, model penelitian yang menggambarkan metode 

penelitian, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, 

konstruksi persamaan matematika sederhana kontrak bagi hasil 

dan distribusi dana bagi hasil, dan  permasalahan pemodelan.  

BAB 4  Analisis Data dan Pembahasan, berisi analisis terhadap hasil 

penelitian berdasarkan skema kontrak bagi hasil migas dan 

analisis perbandingan atas perlakuan pajak tidak langsung serta 

pengaruhnya terhadap penerimaan negara secara keseluruhan dan 

jumlah dana bagi hasil migas.  

BAB    5    Kesimpulan  dan  Rekomendasi  yang  akan  menginterpretasikan   

hasil penelitian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan 

rekomendasi kebijakan. 
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BAB 2 

TINJAUAN LITERATUR 

 
 

Pada bab ini akan diuraikan landasan teori terkait dengan kegiatan 

pertambangan migas dan aspek fiskal pada sektor sumber daya alam khususnya 

pertambangan minyak dan gas bumi.  

 

2.1. Karakteristik Industri Pertambangan Migas 

Kegiatan pertambangan migas merupakan investasi jangka panjang 

dan merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kontrak 

pertambangan migas pada umumnya akan dinegosiasikan antara Kontraktor 

migas dengan Pemerintah pemilik sumber daya alam minyak dan gas bumi. 

Johnston (2003) menjelaskan bahwa proses negosiasi tersebut tergantung 

dari banyak faktor antara lain kondisi ekonomi, keadaan politik, tingkat 

kepemilikan asing, pengalaman dari negara pemilik dan juga birokarsi 

dalam mendapatkan kontrak. 

Kegiatan pertambangan migas diawali dengan kegiatan eksplorasi 

dimana pada masa ini banyak biaya yang dikeluarkan. Eksplorasi dapat 

dilakukan selama tiga sampai sepuluh tahun. Apabila sudah ditemukan 

sumber migas maka dilakukan tahap pengembangan dan eksploitasi minyak 

dan gas bumi. Pada tahap ini minyak dan gas bumi mulai dihasilkan dan 

akan mencapai tahap puncak (peak) yang selanjutnya akan diproduksi secara 

stabil dalam jangka waktu tertentu. Karena sifatnya yang tidak dapat 

diperbarui, maka jumlah cadangan migas tersebut bersifat tetap (fixed) dan 

apabila dilakukan eksploitasi terus menerus cadangan tersebut akan habis 

(nature decline).  

Rezk (2006, hal. 31) menguraikan tentang siklus dari pertambangan 

minyak dan gas bumi sebagaimana dibawah ini.  

Pertama, eksplorasi. Eksplorasi merupakan tahap awal bagi 

Kontraktor sebelum melakukan kegiatan lainnya untuk menentukan tempat 

yang tepat melakukan pengeboran. Kegiatan pada masa eksplorasi ini 

melipuri survey geology and geophysic (seismeic survey), menentukan 
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tempat sumur pengeboran percobaan, melalukan pengeboran percobaan 

untuk menentukan kandungan mineral yang ada dalam perkiraan, dan lain-

lain. 

Kegiatan eksplorasi ini memiliki karakteristik banyak capital outlay, 

masa pengeluaran biaya dan tidak ada penerimaan serta memiliki risiko dan 

ketidakpastian yang besar. 

Kedua, Appraisal. Apabila telah ditemukan satu sumur pengeboran 

yang memiliki sumber hydrocarbon, perusahaan akan melakukan penilaian 

terkait dengan jumlah volume dari minyak dan gas bumi yang ada dalam 

kandungan tersebut. Hal ini pentig karena untuk memberikan kepada 

perusahaan bahwa kandungan hydrocarbon tersebut cukup ekonomi untuk 

diproduksi berdasarkan perhitungan perusahaan dan fiscal system dari 

negara sumber.  

Masa appraisal ini memiliki risiko yang kecil dibanding dengan 

eksplorasi tetapi memberikan dampak yang signifikan untuk kegiatan 

dimasa mendatang serta memerulakna capital aoutlay yang besar juga. 

Ketiga, Development. Development dilakukan setelah berdasarkan 

penilaian terdapat cadangan ekonomis dan dilakukan pengembangan untuk 

fasilitas produksi berupa engeenering dan planning. Kegiatan yang 

dilaksanakan meliputi pembangunan fasilitas jalan, tempat pengebotan 

pengembangan, fasilitas untuk kegiatan produksi dan lain-lain. 

Karakteristik pada masa developmen ini memerlukan biaya yang 

sangat besar untuk proyek-proyek penyelesaian fasilitas kegiatan 

pertambangan migas meskipun pada masa itu belum menghasilkan. Masa ini 

juga memerlukan perhatian yang penting dan perhitungan serta manajemen 

yang tepat untuk melakukan pembiayaan. 

Keempat, operasi. Pada kegiatan operasi ini, Kontraktor telah siap 

menghasilkan migas. Perusahaan akan melakukan kegiatan menghasilkan 

migas, menjual gas tersebut dan akan menghasilkan penerimaan. Cash yang 

diterima tersebut akan digunakan untuk menutupi biaya-biaya ynag 

dikeluarkan pada masa eksplorasi, appraisal dan development. 
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Produksi dari suatu lapangan pada umumnya melalui tiga tahap yaitu 

Ramp-Up yaitu produksi mengalami peningkatan secara progresif sampai 

suatu level produksi tertentu. Kedua, Plataue dimana pada masa tersebut 

produksi migas mengalami rata-rata produksi yang konstan. Periode ini 

tergantung dari tipe hydrocarbon yang diproduksi, tekanan pada reservoar, 

jumlah sumur pengeboran, luasnya reservoar dan pengembangan yang 

dilakukan. Ketiga, Decline yaitu suatu kondisi dimana produksi akan 

cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu karena semakin 

berkurangnya cadangan pada lapangan tersebut. 

Karakteristik pada masa operasi ini adalah mulai terdapat cash inflow 

untuk perusahaan sesuai dengan jumlah perkembangan produksi, jumlah 

biaya operasi dan capital expenditure untuk melakukan kegiatan produksi 

tersebut. 

Kelima, Abandonment. Merupakan masa perusahaan untuk 

melakukan reklamasi dan perbaikan lingkungan atas kegiatan operasi 

perminyakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Pada 

umumnya sejak awak kegiatan pertambangan Kontraktor telah berkomitmen 

dengan Pemerintah untuk melakukan perbaikan lingkungan dan 

mengembalikan ekosistem secara baik dan layak. 

Pada masa ini pada umumnya Kontraktor akan mengeluarkan uang 

dan tidak terdapat produksi lagi. Untuk menjamin bahwa kegiatan 

abandonment ini dapat terjamin, Pemerintah pada umumnya meminta 

kepada Kontraktor untuk menyediakan atau mencadangkan biaya tersebut 

sejak masa produksi dengan perhitungan tertentu. 

Berdasarkan gambaran diatas, siklus dari industri pertambangan 

migas tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

Seperti usaha lainnya, perusahaan minyak dan gas bumi bertujuan 

mencari keuntungan. Keuntungan dinyatakan melalui indikator-

indikatornya, sedangkan tugas perusahaan adalah menentukan pilihan atas 

alternatif-alternatif yang paling menguntungkan bagi investasi. Untuk 

menilai keekonomian suatu proyek migas, perlu dilihat semua aspek 

pengeluaran dan pendapatan selama proyek itu berlangsung (full life cycle 

Analisis pengaruh..., Nanang Stiyawan, FE UI, 2011.



20 
 

Universitas Indonesia 
 

analysis) yang dipengaruhi oleh waktu, fiscal regime, dan resiko-resiko yang 

akan dihadapi. 

 

 
Sumber : Amr Rezk diolah kembali 

 

Gambar 2.1 

Siklus Kegiatan Pertambangan Migas 

 

Johnston (2004) menyampaikan indikator-indikator kemampuan 

keuangan yang pada umumnya digunakan antara lain sebagai berikut : 

 

a. Aliran Dana (Cash Flow) 

Aliran dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha 

menunjukkan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan 

usaha tersebut. Penghitungan aliran dana pada perusahaan migas sangat 

komplek karena harus dihitung selama siklus operasi. 

Salah satu faktor penting dalam analisis cash flow adalah waktu, 

karena nilai uang sangat dipengaruhi oleh faktor waktu. Secara mikro, 

aliran dana (cash flow) dalam setiap proyek migas ditentukan bukan 

hanya dari parameter teknis misalnya infrastruktur dan fasilitas, besarnya 

cadangan dan perkiraan pola penurunan produksi yang terjadi sepanjang 

umur lapangan tetapi juga berkaitan dengan hal-hal non teknis seperti 

jenis kontrak, peraturan dan legalitas yang berlaku, aturan-aturan 

finansial dan perpajakan. 

Analisis pengaruh..., Nanang Stiyawan, FE UI, 2011.



21 
 

Universitas Indonesia 
 

 

b. Bunga (Discount Factor) 

Bunga jika dilihat dari sisi perusahaan ataupun individu dapat 

dipandang sebagai biaya atas penggunaan uang. Salah satu contoh 

perhitungan bunga yang umum digunakan dalam penghitungan ekonomi 

teknik adalah metode compound interest. 

Discount Factor akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan 

Kontraktor terkait waktu penerimaan dan pengeluaran uang oleh 

Kontraktor. Semakin lambat kontraktor mengeluarkan uang atau 

semakin cepat kontraktor menerima uang maka akan menguntungkan 

Kontraktor dan begitu pula sebaliknya. 

 

c. Net Present Value (NPV) 

Net Present Value merupakan jumlah keuntungan besih yang 

dinilai pada waktu sekarang. Net Present Value dihitung dengan 

menggunakan discount rate. 

Dari nilai Net Present Value dapat dilakukan penilaian 

keekonomian proyek. Apabila Net Present Value bernilai positif maka 

hal tersebut menunjukkan proyek tersebut layak dijalankan karena 

memberikan keuntungan. Namun sebaliknya jika Net Present Value 

bernilai negatif maka proyek tersebut tidak layak dijalankan karena akan 

memberikan kerugian secara otomatis. 

 

d. Internal Rate of Return (IRR) 

Internal Rate of Return (IRR) merupakan harga bunga yang 

menyebabkan harga semua cash inflow sama besarnya dengan cash 

outflow bila cash flow didiskon untuk suatu waktu tertentu. IRR sering 

digunakan untuk menentukan segi keekonomian lapangan marginal yaitu 

lapangan yang jika dikembangkan dengan sistem kontrak yang berlaku 

akan memberikan IRR yang lebih kecil dari MARR. 
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e. Pay Out Time (POT) 

Pay Out Time adalah panjangnya waktu yang diperoleh sampai 

investasi kembali. Investor selalu menginginkan dana yang ditanamkan 

cepat kembali. Indikator POT ini mempunyai kelemahan yaitu tidak 

memberikan gambaran apa yang terjadi setelah POT tercapai. 

Pengembalian biaya ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan 

oleh Kontraktor baik biaya operasi maupun pajak-pajak yang menjadi 

beban Kontraktor. Semakin cepat Kontraktor mencapai POT maka 

semakin ekonomis proyek yang dikelola oleh Kontraktor. 

 

2.2. Aspek Fiskal Sektor Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam terutama pertambangan migas pada umumnya 

memberikan konstribusi penerimaan yang besar bagi negara. Oleh karena itu 

kekayaan alam yang dimiliki oleh negara tersebut akan diatur sedemikian 

rupa sehingga memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi 

perkembangan perekonomian negara tersebut (Nellor). 

Kegiatan usaha pertambangan migas juga sering memberikan 

dampak terhadap kegiatan perekonomian lokal dan juga lingkungan. 

Kegiatan pertambangan pada wilayah tertentu akan menciptakan efek 

multiplier ekonomi pada wilayah tersebut baik dari sisi ekonomi maupun 

sosialnya. Misalnya kegiatan pertambangan tersebut akan menciptakan 

lapangan kerja baru yang mendorong orang untuk bermigrasi ke tempat 

tersebut. Selain itu pembangunan infrastruktur juga akan meningkat dan 

menciptakan nilai tambah dalam perekonomian. 

Negara sering mengintervensi kebijakan fiskal di sektor 

pertambangan migas untuk dapat memberikan keuntungan bagi 

perekonomian negara tersebut. Negara, sebagai pemilik sumber daya alam, 

harus dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan mengelola  sumber daya alam 

tersebut dengan baik sehinga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh 

masyarakat. Beberapa instrumen yang digunakan untuk mengatur 

pemanfaatan sumber daya alam oleh Pemerintah antara lain : 

a. Undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya;  
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b. Kontrak  Kerja Sama untuk mengatur pelaksanaan teknis dari 

pemanfaatan sumber daya alam tersebut; 

c. Instrumen harga, insentif, tarif dan lain-lain untuk menarik investor; 

d. Pengawasan operasional dalam pelaksanaannya melalui persetujuan 

pengeluaran dan pemeriksaan; 

e. nasionalisasi dan transfer teknologi sehingga mengurangi 

ketergantungan terhadap pihak asing. 

Johnston (2010) menjelaskan bahwa dalam menyusun suatu 

perjanjian kerja sama pertambangan migas antara Pemerintah dan 

Kontraktor, terdapat hal-hal utama yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah 

antara lain : 

1. mendapatkan bagian keuntungan (Goverment Take) yang besar dan adil 

dengan tetap mempertahankan biaya tetap turun. 

2. memastikan bagian tertentu untuk Pemerintah setiap tahun atau 

Minimum Goverment Take setiap tahun. 

3. mempertahankan kontrol ketat atas sumber daya milik negara 

4. menarik investasi dari perusahaan migas. 

Hal utama yang menjai ukuran keekonomian bagi Pemerintah adalah 

jumlah penerimaan Pemerintah (Government Take/Government Entitlement) 

yang mencerminkan jumlah cash tertentu untuk Pemerintah. Government 

Take/Government Entitlement ini merupakan penerimaan Pemerintah dari 

semua pendapatan seperti, bonus, royalti, pajak, minyak bagian Pemerintah 

atau kepemilikan Pemerintah. 

Government Take/Government Entitlemen pada umumnya menjadi 

ukuran yang paling banyak digunakan, namun disisi lain memiliki sejumlah 

kelemahan yang bisa megurangi keuntungan Pemerintah (David Johnston, 

2002). Government Take/Government Entitlemen sering dihitung 

berdasarkan asumsi yang tidak realistik, tidak memadahi untuk memberikan 

penjelasan penanggung risiko, tidak memperhitungkan timing pembayaran 

dan mengabaikan element kunci secara keseluruhan. 

Asumsi yang dibangun dalam menghitung Government 

Take/Government Entitlemen terkadang berbeda dengan kondisi yang terjadi 
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dan perhitungan Government Take/Government Entitlemen tidak dapat 

diketahui risiko-risiko dari kegiatan pertambangan migas bagi Pemerintah 

serta kapan penerimaan bagi hasil migas tersebut akan diperoleh 

Pemerintah.   

Disisi yang lain, Kontraktor akan mempertimbangkan keuntungan 

dari investasi yang dilakukan dengan menggunakan indikator keekonomian 

misalnya sistem kontrak kerja sama yang digunakan, cash flow analysis, net 

present value, internal rate of return dan lain-lain. Selain itu kontraktor 

pertambangan migas juga akan melihat kesempatan investasi sektor 

pertambangan migas di negara lain yang dapat lebih memberikan 

keuntungan. 

Daniel (2010) menjelaskan pengukuran aspek keekonomian dari  

fiscal system yang diterapkan oleh Pemerintah. Dari sisi investor, indikator 

pengukuran yang digunakan antara lain adalah present value dari Net Cash 

Flow dengan discount rate yang ditetapkan. Hal ini dapat mengambarkan 

potensi keuntungan atau kerugian dimasa yang akan datang. Indikator lain 

yang sering digunakan antara lain adalah Average dan Marginal Effective 

Tax Rate, Break Even Point, Paybac Periode, dan Expected Risk Index. 

Sedangkan dari sisi Pemerintah pengukuran dapat dilakukan dengan 

melihat besaran dan waktu penerimaan. Hal lain yang menjadi perhatian 

adalah total benefit atau penerimaan yang diterima oleh Pemerintah dengan 

mempertimbangkan Net Cash flow. Penerimaan pemerintah juga dapat 

divariasi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan seperti bonus, bagi 

hasil migas dan pembayaran pajak lainnya. 

Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyusun fiscal system yang 

menguntungkan Pemerintah dan Kontraktor. Tordo (2007) menjelaskan 

kebijakan fiskal yang disusun untuk sektor pertambangan migas seharusnya: 

a. mendukung stabilitas makroekonomi nasional dengan menggunakan 

sistem fiskal yang dapat diprediksi dan stabil 

b. menjamin penerimaan negara selama masa proyek dan memaksimumkan 

present value dari penerimaan tersebut. 

c. meminimalkan dampak negatif dari instrument fiskal yang digunakan. 
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d. netral dan menciptakan efisiensi ekonomi dalam jangka panjang. 

Sedangkan dari sudut pandang Kontraktor, fiscal system yang 

disusun diharapkan dapat mengembalikan penghasilan kepada shareholder 

di negara asal dan kebijakan Pemerintah harus transparan, dapat diperiksi, 

stabil dan sesuai dengan praktek internasional yang lazim sehingga 

keputusan dapat dibuat secara rasional dan tepat. 

Kriteria umum yang digunakan untuk menilai instrumen fiskal yang 

digunakan antara lain sebagai berikut : 

Pertama, kompetitif. Instrumen fiskal yang disusun oleh negara 

harus bersifat kompetitif dengan negara lain. Saat ini banyak negara sedang 

berlomba-lomba untuk menarik investor agar melakukan investasi 

pertambangan di negaranya terutama negara berkembang (Prat, 2005) 

Kedua, netral dan efisien. Hogan dan Goldworth (2010) dan Prat 

(2005) menjelaskan instrumen fiskal dikatakan netral jika instrumen fiskal 

diaplikasikan tidak akan merubah kondisi baik secara keuntungan atau 

keekonomian suatu proyek dibandingkan sebelum terdapat instrumen fiskal 

tersebut. Pada umumnya netralitas ini digunakan untuk mengetahui 

kebijakan fiskal yang memiliki dampak negatif terhadap perekonomian 

secara keseluruhan. 

Ketiga, fleksibilitas dan stabilitas. Kegiatan pertambangan pada 

umumya dilakukan dalam jangka panjang (pada umumnya 20 atau 30 

tahun). Oleh karena itu investasi yang akan ditanamkan harus mendapat 

jaminan stabilitas negara yang ada. Semakin tidak stabil baik kondisi 

ekonomi maupun politiknya maka akan meningkatkan risiko bagi investor.  

Sedangkan pemungutan penerimaan atas kegiatan pertambangan ini 

diharapkan dapat fleksibel, mengikuti kondisi dari kegiatan usaha yang 

dilakukan. Artinya pemungutan penerimaan tersebut apabila kondisi 

perusahana baik maka Pemerintah dapat mengumpulkan dana besar 

sedangkan apabila kondisi ekonomi dan Kontraktor jelek maka pemungutan 

penerimaan tersebut juga mengikuti (Hogan dan Goldworth, 2010). 

Keempat, risiko. Baunsgaard (2001) dan Hogan (2010) 

menyampaikan bahwa risiko bagi Pemerintah ini dikaitkan dengan berapa 
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jumlah penerimaan yang akan diperoleh oleh negara dan kapan penerimaan 

itu akan diterima. Hal tersebut akan dipengaruhi oleh perlakuan atas 

kerugian fiskal dan delay penerimaan.  

Kerugian fiskal dimaknai sebagai bahwa Pemerintah mendapatkan 

lebih kecil dari yang seharusnya diterima dan Pemerintah menanngung 

risiko dari penerimaan yang seharusnya diterima. Revenuy delay dimaknai 

Pemerintah yang tidak segera memperoleh penerimaan sampai dengan 

produksi mencapai tahap komersial. Hal ini menyebabkan penerimaan 

Pemerintah menjadi tertunda. Pemerintah diharapkan dapat menentukan 

ketepatan penerimaan negara dan dapat mengoptimalkan penerimaan dari 

pertambangan migas. 

Resiko investor dilihat dari dampak yang akan ditimbulkan oleh 

kebijakan fiskal terhadap industri. Hal ini terkait dengan kepastian hukum 

(sovereign risk) atas usaha yang dilakukan oleh Kontraktor terkait dengan 

kebijakan perpajakan yang diambil. Selain itu Kontraktor juga akan 

memperhatikan dampak risiko atas instrumen fiskal yang digunakan 

terhadap perubahan pasar (project risk). 

Kelima, administrasi dan biaya kepatuhan. Administrasi dan biaya 

kepatuhan ini merupakan beban administrasi dan biaya yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah untuk membuat, mengimplementasikan dan mengawai 

pelaksanaan instrumen fiskal yang ada. Sedangkan bagi Kontraktor 

merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan kepatuhan 

terhadap instrumen fiskal yang ada (Hogan, 2010). 

Lebih lanjut, Prat (2005) menjelaskan beban administrasi dan biaya 

kepatuhan ini seharusnya seminimal mungkin baik bagi Pemerintah maupun 

Kontraktor. Oleh karena itu Pemerintah dituntut untuk mengefisienkan dan 

meminimalkan beban administrasi atas instrumen fiskal yang diterapkan. 

 

2.3. Perpajakan Sektor Sumber Daya Alam 

Pertambangan migas merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbarui dalam artian bahwa sumber daya alam migas memiliki jumlah 
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yang tetap dan suatu saat akan habis. Oleh karena itu usaha pencarian 

sumber-sumber baru perlu terus dilakukan.  

Kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh Pemerintah akan sangat 

mempengaruhi kegiatan eksplorasi dalam rangka pencarian sumber migas 

baru. Pemerintah menerapkan berbagai jenis perpajakan di bidang industri 

pertambangan migas, antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai, pajak atas impor dan ekspor dan lain-lain (Boadway and Keen, 2010). 

Lebih lanjut, Boadway dan Flatters (1993) menyatakan bahwa 

terdapat tiga hal penting terkait dengan pengaturan perpajakan dalam 

industri pertambangan. 

Pertama, pada umumnya pelaksana dari kegiatan pertambangan ini 

adalah perusahaan asing terutama di negara-negara berkembang. Perlakuan 

perpajakan di negara tempat sumber daya alam dan perlakuan perpajakan di 

negara asal dari Kontraktor akan sangat mempengaruhi insentif dari 

Kontraktor yang bersangkutan. Perlakuan terkait dengan Pajak Penghasilan 

misalnya, apabila pembayaran PPh tersebut akan menjadi tax credit di 

negara asal maka merupakan suatu insentif bagi Kontraktor dan dapat 

mendorong investasi. 

Kedua, pengelolaan dan pembebanan pajak dari Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah serta pembagian kewenanganan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. Misalnya pengenaan Pajak Penghasilan 

sebaiknya dikelola oleh Pemerintah Pusat sedangkan terkait dengan pajak-

pajak khusus dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. 

Ketiga, kegiatan pertambangan migas akan menimbulkan dampak 

lingkungan dan biaya reklamasi yang cukup besar. Biaya sosial dan 

ekosistem ini merupakan eksternal cost yang akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan oleh Kontraktor. 

Bausgaard (2001) menjelaskan beberapa instrumen fiskal yang dapat 

digunakan untuk mengelola economic rent. Pada prinsipnya instrumen 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu Direct Tax Instruments, 

Indirect Tax Instrument dan Non Tax Instrument. 
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Direct Tax Instruments meliputi Corporate Income Tax, Progresif 

Profit Tax dan Resource Rent Tax. Corporate Income Tax diterapkan hampir 

disemua negara yang memiliki sumber daya alam mineral. Negara juga pada 

umumnya mengenakan pajak atas deviden yang didistribusikan atau 

dibayarkan kepada negara asalnya. Beberapa negara juga menerapkan tarif 

pajak yang tinggi apabila tidak mengenakan pajak atas deviden tersebut. 

Progresif Profit Tax dapat mengantisipasi perubahan kondisi pasar, 

misalnya kenaikan pendapatan dari kegiatan migas yang disebabkan harga 

yang tinggi, produksi yang banyak dan lain-lain sehingga penerimaan 

Pemerintah akan tetap terjamin. Resource Rent Tax merupakan sistem fiskal 

yang dikaitkan dengan nilai keekonomian. Dasar pengenaan pajak dapat 

dibedakan berdasarkan R-Factor dan berdasarkan Rate of Return (RoR).  

Indirect Tax Instrument antara lain royalti, pajak atas impor dan 

Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax). Penggunaan royalti dapat 

memberi manfaat besar bagi negara karena mudah dilaksanakan dan 

Pemerintah menerima penghasilan pada awal produksi. Pada prinsipnya 

industri pertambangan migas harus diperlakukan sama dengan industri 

lainnya. Namun banyak negara memberikan fasilitas berupa pembebasan 

atas pajak-pajak impor terutama atas barang modal yang akan digunakan 

untuk kegiatan pertambangan. Pengenaan pajak atas impor ini sebenarnya 

bagi Pemerintah akan sangat menguntungkan tetapi bagi investor merupakan 

beban dan pembebasan atas pajak impor terutama barang modal akan sangat 

menarik investor. 

Permasalahan utama pengenaan PPN adalah bahwa produksi yang 

dihasilkan kebanyakan di ekspor sehingga PPN yang dibayar tersebut 

akhirnya harus direstitusi. Hal ini menjadi permasalahan administrasi bagi 

Pemerintah dan Kontraktor. Oleh karena itu banyak negara yang 

membebaskan PPN atas impor barang untuk keperluan pertambangan migas. 

Namun atas perolehan barang dalam negeri tetap dikenakan PPN dan akan 

dikembalikan. 

Sedangkan Non Tax Instrument antara lain adalah pembayaran bonus 

atau iuran yang bersifat tetap, bagi hasil migas antara Pemerintah dan 

Analisis pengaruh..., Nanang Stiyawan, FE UI, 2011.



29 
 

Universitas Indonesia 
 

Kontraktor dan juga penyertaan pemerintah dalam kepemilikan interest 

(state equity).  

Negara pada umumnya menggunakan beberapa instrumen kebijakan 

perpajakan dalam melaksanakan fungsi regular dan budgeter di sektor 

pertambangan migas. Banyak tipe dan jenis perpajakan yang dapat 

diterapkan dan juga insentif perpajakan yang ditawarkan oleh Pemerintah. 

Otto (2000) memberikan uraian jenis pajak dan insentif yang pada umumnya 

diberikan oleh Pemerintah diuraikan dibawah ini. 

a. Pajak Penghasilan terhadap Kontraktor pertambangan migas yang 

meliputi kebijakan tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. 

b. Royalti; pengenaan royalti ini umum digunakan oleh negara untuk 

menjamin penerimaan negara dan sebagai kompensasi atas pemanfaatan 

sumber daya alam. 

c. Kebijakan pajak atas impor dan bea masuk; kebijakan ini terkait dengan 

kebijakan impor barang dan jasa untuk kegiatan pertambangan migas. 

Pemerintah mengenakan pajak atas impor atau ekspor barang dan jasa 

karena Pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas ekspor dan 

impor, untuk melindungi produk dalam negeri dan lain-lain. 

d. Registration Fee; beberapa negara menerapkan kebijakan bahwa 

kontraktor yang akan melakukan kegiatan pertambangan migas harus 

membayar fee tertentu untuk memperoleh hak penambangan atau 

informasi terkait dengan wilayah pertambangan tertentu. 

e. Withholding taxes; pengenaan withholding taxes ini diberlakukan 

terhadap jasa-jasa luar negeri, pembayaran deviden atau bunga dan jasa 

lainnya yang digunakan dalam industri pertambangan migas. 

f. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); PPN ini diberlakukan terhadap 

pembelian barang-barang atau konsumsi atas barang dan jasa oleh 

kontraktor pertambangan migas. Beberapa negara mengecualikan 

pengenaan PPN terhadap sektor sumber daya alam karena terlalu 

membebani administrasi Pemerintah dan Kontraktor. Hal ini 

dikarenakan PPN yang dibayar oleh Kontraktor akan dikembalikan lagi 

karena produk yang dihasilkan pada umumnya akan diekspor. 
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g. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (surface rental); Pengenaan PBB ini 

didasarkan pada penilaian tehadap wilayah pertambangan atau dapat 

juga didasarkan pada potensi sumber daya alam yang ada di wilayah 

pertambangan tersebut. Terkait pengenaan PBB ini terdapat beberapa 

permasalahan. Pertama, pengunaan tanah yang mana yang akan 

dikenakan PBB. Apabila tanah yang digunakan milik publik maka 

Kontraktor wajib membeikan kompensasi atas penggunaan tanah 

tersebut. Tetapi jika yang digunakan bukan milik publik maka 

Pemerintah tidak seharusnya mengenakan PBB tersebut. Kedua, 

aktivitas yang mana yang akan dikenakan PBB (survace rental). Hal ini 

terkait dengan tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan 

pertambangan. Kegiatan survey dan eksplorasi untuk mencari mineral 

pada umumnya tidak memanfaatkan tanah secara langsung, sedangkan 

kegiatan pengembangan, penambangan dan pemrosesan memanfaatkan 

tanah secara langsung. Ketiga, berapa tarif pajak yang seharusnya 

diterapkan. Pada umumnya tarif yang diterapkan rendah karena 

terjadinya inflasi setiap tahun dan untuk menjaga agar profit atau income 

tax dari Kontraktor tetap besar. 

h. Pajak Daerah; pengenaan Pajak Daerah ini terkait dengan kewenangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memungut pajak 

dari sumber daya alam.  

Sedangkan insentif perpajakan yang diberikan kepada Kontraktor 

antara lain adalah depresiasi yang dipercepat. Percepatan masa depresiasi 

berarti Kontraktor dapat membebankan biaya atas modal lebih cepat dan 

akan mempengaruhi pengembalian investasi dan pajak yang harus dibayar.  

Kontraktor juga terkadang diberikan insentif berupa Tax Holiday 

yaitu Kontraktor dibebaskan dari pembayaran pajak untuk periode tertentu. 

Tax Holiday pada umumnya diberikan pada proyek-proyek tertentu yang 

menjadi prioritas Pemerintah dan mendorong investor untuk melaksanakan 

kegiatan tersebut. Pemberian Tax Holiday harus dilaksanakan dengan 

seksama dan dapat menciptakan hambatan administratif bagi Pemerintah. 
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2.4. Desentralisasi Penerimaan Sumber Daya Alam 

Desentralisasi kekayaan sumber daya alam menjadi permasalahan 

banyak negara dan menjadi suatu yang sulit karena pada dasarnya 

Pemerintah atau negara memiliki hak dan kewenangan penuh terhadap 

kekayaan alam tersebut. Selain itu, kekayaan alam yang ada di negara 

tersebut merupakan milik seluruh rakyat yang ada di negara tersebut (Clark, 

1999). Oleh karena itu sesuai dengan konstitusi yang ada kekayaan alam 

yang dimiliki oleh negara seyogyanya digunakan untuk kesejahteraan 

seluruh rakyat yang ada di negara tersebut.  

Menurut Otto (2001), menjelaskan terdapat beberapa alasan yang 

mendasari bahwa perlu terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara 

kegiatan pertambangan dengan aktivitas ekonomi lainnya.  

Pertama, kompensasi kepada pemilik kekayaan alam. Kekayaan 

alam seperti pertambangan migas merupakan non renewable resources oleh 

karena itu pemilik dari sumber daya alam tersebut berhak untuk 

mendapatkan kompensasi atas hilangnya kekayaan alam yang ada. 

Sehubungan dengan definisi dari pemilik sumber mineral tersebut dapat 

diartikan secara luas, Negara sebagai pemilik kekayaan alam, atau 

Pemerintah Daerah atau bahkan pihak swasta atau pribadi yang memiliki 

kekayaan alam tersebut. Dalam hal ini kepemilikan atas sumber mineral 

tersebut menjadi daya tawar untuk terdapatnya bagi hasil atas kekeyaan 

alam tersebut. 

Kedua, pertambangan merupakan kegiatan yang berisiko dan padat 

modal. Pada umumya industri pertambangan migas merupakan industri yang 

berisiko tinggi dan padat modal. Oleh karena itu dibeberapa negara memuat 

sistem fiskal secara khusus dan diberikan insentif dibanding dengan industri 

lainnya. Kebijakan ini akan berpengaruh terkait dengan desentralisasi fiskal 

antara Pemerintah Pusat sebagai pihak yang membuat regulasi dengan 

Pemerintah Daerah yang terdapat sumber mineral. Hal tersebut terkait 

dengan arus uang yang akan diterima oleh Pemerintah Pusat dan Pemintah 

Daerah. 
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Ketiga, mining’s inherent nature. Oleh karena itu, perlu untuk 

mempengaruhi perilaku dari Kontraktor. Kegiatan pertambangan migas akan 

memberikan dampak yang cukup besar terkait dengan ekonomi daerah 

sekitar pertambangan. Misalnya penciptakan sumber lapangan kerja 

sehingga mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja, memiliki dampak 

terhadap lingkungan, dapat menciptakan pembangunan infrasruktur daerah 

sekitar pertambangan misalnya jalan, pendidikan, pusat kesehatan dan lain-

lain. Dengan kondisi tersebut maka pajak dapat dipergunakan sebagai 

insentif atau disinsentif terhadap perusahaan pertambangan tersebut untuk 

mempengaruhi perilaku perusahaan pertambangan. 

Lebih lanjut Otto (2001) menyimpulkan bahwa hak pemajakan untuk 

jenis pajak tertentu atas kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan 

aktivitas pertambangan sebaiknya diserahkan kepada proivinsi atau daerah 

karena pendapatan yang diterima langsung oleh daerah akan lebih 

memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah sebagai pemiliki sumber daya 

alam, misalnya property tax dan royalty.  

Meskipun kepemilikan dan kekuasaan atas kekayaan alam tersebut 

disepakati menjadi hak negara, namun terkait dengan hak dari Pemerintah 

Daerah, kewenangan untuk pengelolaan dan pembagian penerimaan hasil 

pengelolaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih terdapat 

perdebatan dan permasalahan. Clark (1999) menjelaskan terdapat tiga hal 

penting terkait dengan desentralisasi fiskal khususnya pengelolaan kekayaan 

alam dan pembagian penghasilan. 

Pertama, alokasi penerimaan antar Pemerintah Daerah. Pembagian 

pendapatan sumber daya mineral terkadang tidak dirasakan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota (LGU) tetapi lebih banyak dinikmati oleh Pemerintah 

Provinsi. Hal ini menyebabkan Pemerintah Pusat harus menyediakan dana 

tambahan untuk menambah penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh 

karena itu Pemerintah Pusat harus dapat menjamin bahwa Pemerintah 

Kabupaten/Kota menerima pendapatan dari bagi hasil sumber daya alam 

secara baik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. 
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Kedua, waktu penerimaan penghasilan dan beban awal kegiatan 

usaha. Hal utama yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah adalah timing 

penerimaan oleh daerah atas sumber mineral. Pada umumnya distribusi 

pendapatan untuk kegiatan pertambangan akan terdapat jeda waktu antara 

saat mulai perusahaan beroperasi sampai dengan menghasilkan. Hal ini 

disebabkan kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat dan juga 

kemingkinan terdapatnya insentif yang mengakibatkan tertundanya 

penerimaan negara yang berakibat tertundanya penerimaan Pemerintah 

Daerah. Dampak yang ditimbulkan pada saat perusahaan mulai beroperasi, 

misalnya terjadinya migrasi pegawai sehingga menuntut disediakannya 

pelayanan publik seperti rumah sakit, sekolah, lapangan kerja dan lain-lain 

harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan pada saat itu belum terdapat 

aliran dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah.  

Ketiga, desentralisasi dan manajemen pelaksanaannya. Pelaksanaan 

desentralisasi pada umumnya menyebabkan beban administrasi yang besar 

bagi Pemerintah Pusat. Selain itu Pemerintah Daerah juga harus melakukan 

pengawasan dan pertanggungjawaban atas dana bagi hasil dari sumber daya 

alam tersebut. 

Sandbu (2004) menjelaskan bahwa tujuan dari distribusi kekayaan 

alam adalah untuk menjamin bahwa pendapatan ekonomi dari kekayaan 

alam tersebut dirasakan oleh masyarakat  sekitar dan juga untuk meredam 

kesenjangan pendapat dan konflik yang kemungkinan terjadi antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Negara yang memiliki kekayaan besar atas sumber daya mineral, 

akan lebih memiliki sumber dana untuk melakukan pembangunan 

negaranya. Hal terpenting adalah terkait dengan distribusi pendapatan dari 

hasil mineral tersebut, baik distribusi pendapatan vertikal (antara  kaya dan 

miskin) maupun horizontal (pada seluruh kawasan dalam suatu negara). 

Kedua jenis ketidakadilan tersebut bisa sangat merusak; ketidakadilan 

vertikal yang sangat parah akan memperlambat pembangunan dan 

mengurangi kekuatan pengentasan kemiskinan (Easterly, 2002; Bank Dunia 
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2001); sementara ketidakadilan horizontal dapat memunculkan konflik 

sosial (Steward, 2000). 

Pemerintah daerah memiliki hak untuk memperoleh pendapatan 

sebagai kompensasi atas biaya sosial, lingkungan dan prasarana ekstraksi 

minyak dan gas bumi. Salah satu cara untuk mencegah ketidakadilan 

horizontal adalah mendistribusikan pendapatan mineral diantara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah (Brosio 2003).  

Ahmad dan Mottu (2003) menjelaskan terdapat tiga cara bagi 

Pemerintah Daerah untuk menerima pendapatan mineral; pertama, 

Pemerintah Daerah dapat langsung mengenakan pajak pada industri-industri 

mineral; kedua Pemerintah Daerah menerima transfer langsung dari 

Pemerintah Pusat atas sebagian pendapatan mineral berdasarkan rumus-

rumus tertentu dan ketiga, Pemerintah Daerah menerima transfer tidak 

langsung dari Pemerintah Pusat melalui alokasi dengan proses anggaran 

nasional. 

Lebih lanjut Ahmad dan Mottu (2003) berpendapat bahwa cara 

terbaik transfer ke Pemerintah Daerah adalah sentralisasi pendapatan penuh 

pada Pemerintah Pusat dengan mekanisme transfer kepada Pemerintah 

Daerah yang dirancang secara hati-hati atau mengijinkan Pemerintah Daerah 

untuk memungut pajak-pajak pertambangan yang relatif kecil dan stabil 

sementara Pemerintah Pusat memungut pajak-pajak dan royalti yang 

memiliki jumlah besar dan rentan. Dengan demikian Pemerintah Pusat dapat 

melakukan perencanaan makro ekonomi dan menyediakan sumber keuangan 

yang stabil bagi Pemerintah Daerah. 

Brosio (2003) berpendapat bahwa sentralisasi penuh merupakan 

pilihan terbaik, dan jika tidak dapat dilakukan dapat menggunakan skema 

bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Proses 

menghimpun dan mengadministrasikan pajak oleh Pemerintah Daerah 

kebanyakan masih sulit dilaksanakan terutama negara berkembang. 

Pendekatan paling baik adalah membiarkan Pemeintah Pusat menghimpun 

pendapatan secara terpusat dan membuat keputusan-keputusan secara 

terpusat dengan memasukkan otoritas lokal dan regional. 
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Desentralisasi fiskal dalam hal kekayaan sumber daya alam 

seharusnya dapat menciptakan keadilan dan mengurangi kesenjangan yang 

terjadi baik vertikal yaitu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

maupun kesenjangan antar daerah yaitu daerah yang memiliki sumber daya 

alam dengan yang tidak memiliki sumber daya alam. 
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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Model Penelitian 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah melihat pengaruh 

kebijakan perlakuan pajak tidak langsung yaitu PPN, PBB dan PDRD 

terhadap penerimaan bagi hasil migas dan Dana Bagi Hasil Migas pada 

Kontraktor pertambangan migas. Sesuai dengan tujuan tersebut diatas, maka 

dalam penelitian ini akan membandingkan hasil penerimaan bagi hasil migas 

dan Dana Bagi Hasil Migas terkait kebijakan perlakuan pajak tidak langsung 

sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. 

Sebelum  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 diundangkan, 

PPN yang telah dibayar oleh Kontraktor akan dikembalikan oleh Pemerintah 

sedangkan kewajiban PBB dan PDRD ditanggung oleh Pemerintah. 

Mekanisme ini dalam penelitian berikut disebut dengan mekanisme VAT 

Reimbursement. Setelah Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 79 Tahun 2010, Kontraktor wajib membayar PPN, PBB dan PDRD 

yang menjadi kewajibannya. Pajak tidak langsung yang dibayar tersebut 

akan menjadi komponen biaya operasi yang akan dikembalikan melalui Cost 

Recovery. Mekanisme pengembalian melalui Cost Recovery dalam 

penelitian ini disebut dengan Meknaisme Indirect Tax Deduction. 

 

3.1.1 Model Persamaan Matematika 

Sesuai dengan tujuan penelitian maka terdapat dua hal yang 

akan menjadi fokus penelitian yaitu perhitungan penerimaan dari bagi 

hasil migas baik Pemerintah maupun Kontraktor dan perhitungan Dana 

Bagi Hasil (DBH) Migas yang akan dialokasikan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah.  

a. Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas 

Penghasilan dari kegiatan pertambangan migas sebelum 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 dapat digambarkan 

sebagaimana pada Gambar 3.1.  
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Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam 

Production Sharing Contract (PSC), hasil minyak setelah 

dikurangi dengan penggantian biaya-biaya (biaya modal/capital 

expenditure dan biaya operasi/operating expenditure) atau profit 

oil akan dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor berdasarkan 

persentase yang disepakati dalam kontrak. Kontraktor juga 

diwajibkan untuk membayar PPh Migas atas minyak yang menjadi 

bagiannya, Domestic Market Obligation dan membayar bonus 

kepada Pemerintah. 

 

 

 

Sumber : data diolah kembali 

 

Gambar 3.1 

Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Migas 
Mekanisme VAT Reimbursement 

 

Government Entitlement merupakan penerimaan 

Pemerintah secara keseluruhan dari bagi hasil migas meliputi 

Government Share (FTP share dan equity share), PPh Migas, 

DMO Net yaitu penerimaan DMO setelah dikurangi dengan 

pembayaran DMO Fee dan penerimaan bonus. Sedangkan 

Contractor Entitlement merupakan penerimaan kontraktor secara 

 
Government 

Share of Profit Oil 
 

Government 
Share of Profit 

Oil 

 
 
 

Government 
Take/ 

Government 
Entitlement 

Contractor Share 
of Profit Oil 

 Income Tax 
 DMO Net 
 Bonus 

 Contractor Take 

Contractor 
Entitlement 

 
Recoverable 

OPEX 
 Recoverable 

OPEX 

Recoverable 
CAPEX  Recoverable 

CAPEX 

Profit 
Oil 

Cost 
Recovery 

Analisis pengaruh..., Nanang Stiyawan, FE UI, 2011.



38 
 

Universitas Indonesia 
 

keseluruhan dari bagi hasil migas yang terdiri dari Contractor Take 

dan pengembalian biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Contractor 

Take merupakan penerimaan dari bagi hasil migas setelah 

dikurangi dengan kewajiban PPh Migas, DMO dan pembayaran 

bonus kepada Pemerintah. 

Adapun penghasilan dari kegiatan pertambangan migas 

setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 adalah 

sebagaimana digambarkan sebagaimana pada Gambar 3.2. Pajak 

tidak langsung yang dibayar oleh Kontraktor akan menjadi biaya 

operasi dan komponen dari cost recovery. 

 

 

 

 

Sumber : data diolah kembali 

 

Gambar 3.2 

Pembagian Penerimaan Bagi Hasil Migas 
Mekanisme Indirect Tax Deduction 

 

Penghitungan penerimaan dari bagi hasil migas yang 

disesuaikan dengan skema Production Sharing Contract (PSC) 

dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas 

 

A. Perhitungan Equity to be Split
1. Lifting (produksi x harga)

2. First Tranche Petroleum (20% x lifting)

3. Lifting setelah FTP (1 - 2)

4. Cost Recovery (a + b + c)
a. Recoverable OPEX
b. Recoverable CAPEX
c. Indirect Tax

5. Equity to be Split

B. Perhitungan Kewajiban Perpajakan Kontraktor

1. Penghasilan Kontraktor (a + b + c)
a. Contractor FTP Share
b. Contractor Equity Share
c. Penerimaan DMO Fee

2. Pengurang Penghasilan (a + b)
a. Penyerahan DMO Gross
b. Bonus

3. Penghasilan Kena Pajak

4. Pajak Terutang
a. PPS/PPh Pasal 25 (tarif x penghasilan kena pajak)
b. PBDR/PPh Pasal 26 (4) (tarif x (Phsn Kena Pjk- PPS/PPh 25
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(sambungan Tabel 3.1) 

C. Perhitungan Penerimaan Pemerintah dan Kontraktor

1. Penerimaan Pemerintah (a + b + c - d + e + f)
a. Government FTP Share
b. Government Equity Share
c. DMO Gross
d. (DMO Fee)
e. Bonus
f. PPh Migas

2. Penerimaan Kontraktor (a + b -c + d - e - f + g)
a. Contractor FTP Share
b. Contractor Equity Share
c. (DMO Gross)
d. DMO Fee
e. (Bonus)
f. (PPh Migas)
g. Cost Recovery

Sumber : Laporan Hasil Audit BPKP diolah kembali 
 

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas maka penerimaan Kontraktor 

(Contractor Entitlement)  dan penerimaan Pemerintah 

(Government Entitlement) dari bagi hasil migas dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

C E  = GR – P/O Gov – CIT – Gross DMO + DMO Fee –  
    Bonus            (3.1) 

Atau : 

 

C E =  P/O Cont – DMO Gross + DMO Fee – Bonus –  
    CIT + Cost Recovery       (3.2) 

 

G E = P/O Gov + CIT + Gross DMO – DMO Fee + Bonus    (3.3) 

 

dimana CE merupakan Contractor Entitlement , GE adalah 

Government Entitlement, P/O Gov adalah profit oil bagian 

Pemerintah (terdiri dari FTP Share dan Equity Share), P/O Cont 

adalah  profit oil bagian Kontraktor (terdiri dari FTP Share dan 

Equity Share) dan CIT merupakan Corporate Income Tax. Apabila 
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dinyatakan dalam persentase antara Contractor Entitlement dan 

Government Entitlement adalah sebagai berikut : 

 

   =  (CE)  דּ
       (3.4) 

 

   =  (GE)  דּ
       (3.5) 

 

Terkait dengan perlakuan pajak tidak langsung dalam 

penelitian ini dijelaskan bahwa pada mekanisme VAT 

Reimbursement PPN yang dibayar oleh Kontraktor tidak menjadi 

komponen Cost Recovery sedangkan pada mekanisme Indirect Tax 

Deduction PPN, PBB dan PDRD yang dibayar oleh Kontraktor 

menjadi komponen Cost Recovery. 

Perbedaan mekanisme ini akan memberikan dampak dari 

sisi waktu penerimaan penghasilan bagi Pemerintah maupun bagi 

Kontraktor. Oleh karena itu faktor waktu juga akan menjadi fokus 

penelitian yang dapat dianalisis berdasarkan Net Present Value 

yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

PV (CE) = 
 

   
    (3.6) 

 

PV (GE) = 
 

   
    (3.7) 

 

Contractor Entitlement dan Government Entitlement 

merupakan penerimaan yang hanya berasal dari bagi hasil migas. 

Oleh karena itu untuk melihat pengaruh pajak tidak langsung harus 

memperhitungkan juga pembayaran pajak tidak langsung oleh 

Kontraktor.  
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Penerimaan Pemerintah (Government Revenue)  

memperhitungan penerimaan dari bagi hasil migas (Government 

Entitlement) dan penerimaan lainnya seperti pajak tidak langsung 

yang diterima oleh Pemerintah. Sedangkan perhitungan 

penerimaan Kontraktor (Contractor Revenue) memperhitungan 

penerimaan kontraktor dari bagi hasil migas (Contractor 

Entitlement) dan penerimaan atau pengeluaran lainnya seperti 

pembayaran pajak-pajak tidak langsung.  

Pada Mekanisme VAT Reimbursement, Kontraktor 

membayar PPN yang kemudian akan dikembalikan oleh 

Pemerintah ketika sudah terdapat bagi hasil migas (Equity to be 

Split). Sedangkan untuk PBB dan PDRD yang menjadi kewajiban 

Kontraktor ditanggung oleh Pemerintah. Pada Mekanisme Indirect 

Tax Deduction, pajak tidak langsung yang dibayar oleh Kontraktor 

menjadi komponen biaya dan akan dikembalikan melalui 

mekanisme Cost Recovery. Oleh karena itu perhitungan Contractor 

Entitlement sudah memperhitungkan pajak tidak langsung tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas, perhitungan Government 

Revenue dan Contractor Revenue untuk masing-masing 

mekanisme dapat dirumuskan sebagai berikut : 
 

Mekanisme VAT Reimbursement : 

 

Gov Revenue = Gov Entitl. + PPN – PPN Reimbursement (3.8) 

 

Cont Revenue = Cont Entitl.(a) – PPN + PPN Reimburs.      (3.9) 

 

Mekanisme Indirect Tax Deduction : 

 

Gov Revenue = Gov.  Entitl.(b) + PPN + PBB + PDRD (3.10) 

 

Cont Revenue = Cont. Entitl. - PPN - PBB – PDRD  (3.11) 
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Perhitungan Government Entitlement pada mekanisme VAT 

Reimbursement dihitung tanpa memperhitungkan pajak tidak langsung 

(PPN, PBB dan PDRD) dalam komponen cost recovery. Sedangkan 

perhitungan Government Entitlement pada mekanisme Indirect Tax 

Deduction sudah memperhitungkan pembayaran pajak tidak langsung 

dalam komponen cost recovery. Oleh karena itu hasil Government 

Entitlement  antara perhitungan dengan mekanisme VAT Reimbursement 

dan Indirect Tax Deduction akan berbeda. 

Indikator lain yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk 

melakukan analisis terkait penerimaan bagi hasil migas ini adalah Net 

Cash Flow. Aliran dana (Cash Flow) yang dihasilkan dari suatu 

kegiatan menunjukkan kemampuan Kontraktor untuk mendapat 

keuntungan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Net Cash Flow ini 

mencerminkan kemampuan dari Kontraktor untuk melakukan 

kegiatan pendanaan terhadap kegiatan yang dilakukan. Selain itu 

juga dapat menjadi ukuran keekonomian dari kegiatan usaha yang 

dilakukan . 

Net Cash Flow  Kontraktor dan Pemerintah dihitung 

dengan memasukkan segala penerimaan dan pengeluaran yang 

dilakukan. Perhitungan Net Cash Flow ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

 

NCF (C) = GR – P/O Gov – CIT – Gross DMO + DMO Fee –  
      Bonus – Capex – Opex –Indirect Tax +  
      Reimbursement Indirect Tax     (3.12) 

 

atau : 

 

NCF (C)  =  P/O Cont – DMO Gross + DMO Fee – Bonus –  
       CIT + Cost Recovery– Capex – Opex –Indirect Tax + 
       Reimbursement VAT        (3.13) 
 
 

NCF (G) = PO/G + Bonus + Gross DMO - DMO Fee + CIT + 
        Indirect Tax  - Reimbursement Indirect Tax     (3.14) 
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Berdasarkan rumus matematika diatas maka pengenaan 

pajak tidak langsung akan berpengaruh terhadap Net Cash Flow  

Kontraktor. Disisi yang lain, bagi negara penerimaan pajak tidak 

langsung juga akan berpengaruh terhadap Net Cash Flow  

Pemerintah. 

 

b. Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas 

Analisis perhitungan dana bagi hasil migas merupakan 

pembahasan terkait dengan penerimaan Pemerintah dari bagi hasil 

migas (Goverment Entitlement). Sebagaimana telah diuraikan 

sebelumnya bahwa Goverment Entitlement terdiri dari migas 

bagian Pemerintah baik dari FTP Share maupun Equity Share, 

Bonus dan DMO Net serta penerimaan PPh Migas.  

Penerimaan Pemerintah dari bagi hasil migas ini sesuai 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009 

tanggal 23 Juni 2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi 

disetor Rekening Departemen Keuangan k/Hasil Minyak Perjanjian 

Karya Production Sharing Nomor 600.000411 pada Bank 

Indonesia dalam Valuta USD. Dalam Peraturan Menteri Keuangan 

tersebut antara lain diatur sebagai berikut : 

 

Pasal 2 

Penerimaan pada Rekening Minyak dan Gas Bumi terdiri dari:  
1. Pajak Penghasilan (PPh);  
2. Bagian Pemerintah dari Sumber Daya Alam (SDA), terdiri 

dari:  
a. Hasil penjualan minyak mentah;  
b. Hasil penjualan gas alam;  
c. OverLifting KKKS; dan  

3. Penerimaan lainnya terkait kegiatan hulu migas antara lain 
bonus-bonus dan transfer material.  

 

Pasal 4 

Pengeluaran dari Rekening Minyak dan Gas Bumi meliputi:  
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1. Penyelesaian kewajiban Pemerintah terkait kegiatan usaha 
hulu minyak dan gas bumi, berupa:  
a. Pembayaran perpajakan minyak dan gas bumi, terdiri dari:  

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);  
2) Reimbursement Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan  
3) Pajak Daerah.  

b. Pembayaran di luar perpajakan, terdiri dari: 
1) Domestic Market Obligation (DMO) fee;  
2) Underlifting KKKS;  

 
3) Fee kegiatan hulu minyak dan gas bumi; dan  
4) Kewajiban lainnya.  

2. Penyetoran PPh minyak dan gas bumi ke Rekening Kas Umum 
Negara.  

3. Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA 
minyak dan gas bumi ke Rekening Kas Umum Negara.  

4. Penyetoran penerimaan lainnya ke Rekening Kas Umum 
Negara.  

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut 

penerimaan Pemerintah dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi 

tersebut dikelompokkan menjadi tiga. Pertama, penerimaan PPh 

Migas yang disetor Kontraktor sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. Kedua, bagian Pemerintah dari bagi hasil 

migas yang terdiri dari hasil penjualan minyak mentah (FTP Share 

dan Equity Share), hasil penjualan gas alam dan overlifting 

Kontraktor migas. Ketiga, penerimaan lainnya berupa penerimaan 

bonus-bonus dari penandatanganan, kompensasi data, produksi.  

Termasuk dalam penerimaan lainnya DMO yang 

dibayarkan oleh Kontraktor (DMO Gross). DMO yang 

diperhitungakan dalam penerimaan lainnya merupakan DMO 

Gross sedangkan DMO Fee akan menjadi faktor pengurang 

penerimaan migas bagian negara. 

Penyelesaian kewajiban Pemerintah terkait dengan kegiatan 

usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana Pasal 4 angka 1 

merupakan “Faktor Pengurang” dari penerimaan migas bagian 
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Pemerintah (FTP Share dan Equity Share). Faktor pengurang 

tersebut dibagi menjadi pembayaran perpajakan migas dan 

pembayaran diluar perpajakan migas. Pembayaran perpajakan 

migas terdiri dari pembayaran PBB, reimbursement PPN dan 

pembayaran Pajak Daerah. Sedangkan pembayaran diluar 

perpajakan terdiri dari Domestic Market Obligation (DMO) fee, 

underlifting KKKS, fee kegiatan hulu minyak dan gas bumi, dan 

kewajiban Pemerintah lainnya. 

Hasil perhitungan migas bagian negara setelah dikurangi 

dengan Faktor Pengurang merupakan Penerimaan Negara Bukan 

Pajak SDA Migas yang akan disetor ke Rekening Kas Umum 

Negara dan menjadi dasar perhitungan Dana Bagi Hasil SDA 

Migas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

PPh migas yang dibayarkan oleh Kontraktor migas dan 

penerimaan lainnya akan dipindahbukukan dari Rekenining 

Minyak dan Gas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara yang 

nantinya akan menjadi pengeluaran melalui APBN. 

Mengingat fokus penelitian ini adalah meneiliti pengaruh 

perlakuan pajak tidak langsung maka untuk pembayaran diluar 

perpajakan kecuali pembayaran DMO Fee diasumsikan tidak 

terdapat pembayaran lainnya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perhitungan 

penerimaan pada Rekening Migas dan PNBP SDA Migas dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

Penerimaan 
Rek. Migas = CIT + Equity 

Share + FTP 
Share + Bonus + DMO 

Gross (3.15)

 

 

 

 

  

 

PPh Migas Migas Bagian 
Pemerintah

Penerimaan Lainnya 
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Mekanisme VAT Reimbursement : 

PNBP 
Migas = FTP 

Share +
Equity 
Share - PPN - PBB - PDRD - DMO 

Fee (3.16) 

 

 Pembayaran Perpajakan Pemb. diluar 
Perpjkn 

Mekanisme Indirect Tax Deduction : 

PNBP 
Migas = 

FTP 
Share + Equity 

Share - DMO Fee (3.17)

 

Dana Bagi Hasil Migas terdiri dari Penerimaan Negara 

Bukan Pajak SDA Migas, PBB Migas dan PDRD kegiatan migas. 

Oleh karena itu Dana Bagi Hasil Migas dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

DBH 
Migas = PNBP 

Migas + PBB 
Migas + PDRD 

Migas (3.18)

 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas, PBB dan 

PDRD akan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Aantara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 

2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. mekanisme 

distribusi dapat diuraikan pada Tebel 4.12 sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 

Persentase Bagi Hasil Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
 

Uraian Pusat Daerah

DBH Minyak Bumi 84,50% 15,50%

DBH Gas Alam 69,50% 30,50%

PBB Migas 10,00% 90,00%

PDRD 0,00% 100,00%

Sumber : UU Nomor 33 Tahun 2004 

Migas Bagian 
Pemerintah
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Selain penerimaan dari kegiatan pertambangan migas 

Pemerintah Pusat juga menerima penerimaan berupa pembayaran 

PPN yang disetor ke Kas Negara. Dengan memperhatikan 

persamaan (3.15) dan persamaan (3.6) dan (3.17) serta persamaan 

(3.18) dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pemerintah Pusat 

secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 

Penerimaan 
Pusat = CIT + Penerimaan 

Lainnya + DBH Migas 
Pusat + PPN (3.19) 

 

3.1.2 Permasalahan Model Persamaan Matematika 

Penelitian ini menggunakan data simulasi untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan pajak tidak langsung terhadap penerimaan bagi 

hasil migas dan dana bagi hasil migas. Penggunaan data simulasi ini 

besaran pengaruhnya akan sangat tergantung dari asumsi-asumsi 

yang digunakan misalnya periode kontrak, jumlah produksi, harga, 

biaya yang dikeluarkan juga waktu penerimaan. Namun apabila 

dilihat adalah pengaruhnya (bukan besarnnya) maka analisa 

perbandingan dengan data simulasi ini sudah cukup mewakili. 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa 

tidak terdapat perubahan perilaku kontraktor dalam aktivitasnya 

terkait dengan perubahan kebijakan pajak tidak langsung. Kontraktor 

diasumsikan akan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana 

kondisi sebelum perubahan kebijakan pajak tidak langsung. 

Dalam banyak hal perubahan kebijakan fiskal pada umumnya 

akan direspon oleh Kontraktor dengan melakukan penyesuaian-

penyesuai sehingga apa yang diperoleh sebelumnya tidak berubah 

atau bahkan cenderung untuk naik. Misalnya pengenaan PBB yang 

sebelumnya ditanggung oleh Pemerintah dan dengan kebijakan yang 

baru Kontraktor harus membayar. Hal ini tentu akan mengurangi 

cash flow Kontraktor dan Kontraktor akan menghitung jumlah PBB 

yang sebenarmya menjadi kewajibaannya dibanding yang selama ini 
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apabila ditanggung oleh Pemerintah. Oleh karena itu jumlah 

penerimaan PBB kemungkinan akan menjadi lebih kecil. Begitu juga 

dengan PBB yang letakknya dipertambangan offshore sehingga ada 

kemungkinan akan menjadi permasalahan dalam pembayarannya. 

Terlepas dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait 

dengan pengaruh perlakuan pajak tidak langsung terhadap 

penerimaan dari bagi hasil migas dan dana bagi hasil migas. 

 

3.2 Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data simulasi 

kegiatan pertambangan migas untuk satu Kontraktor migas yang melakukan 

kegiatan selama masa kontrak (pada umumnya 30 tahun). Dengan data 

tersebut akan dapat dilihat penerimaan dari bagi hasil migas secara 

menyeluruh pada suatu wilayah tertentu dan dapat dilakukan perbandingan 

dampak atau pengaruh dari perlakuan pajak tidak langsung. 

Data simulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan sistem Production Sharing Contract (PSC). Data simulasi yang 

digunakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu data yang terkait dengan 

ketentuan atau klausul dalam Production Sharing Contract (PSC) yang 

bersifat tetap dan data yang terkait dengan kegiatan pertambangan migas.  

Data terkait dengan klausul kontrak antara lain jangka waktu, 

persentase bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor, tarif pajak, 

Domestic Market Obligation, pembayaran bonus dan lain-lain. Sedangkan 

data terkait dengan kegiatan pertambangan migas antara lain jumlah lifting, 

harga, belanja modal dan operasional perusahaan, pajak tidak langsung dan 

lain-lain. Detai data ini akan diuraikan pada BAB IV. 

Dalam Production Sharing Contract (PSC), klausul dalam kontrak 

pada umumnya relatif sama kecuali perubahan pada tarif pajak dan 

persentase bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor. Oleh karena itu 

simulasi dengan menggunakan data satu Kontraktor dengan tarif pajak dan 

persentase bagi hasil yang sama dianggap cukup karena dalam penelitian ini 
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bertujuan untuk melihat pengaruh perlakuan pajak tidak langsung terhadap 

penerimaan pemerintah dan dana bagi hasil migas.  

Untuk dapat melihat pengaruh perlakuan pajak tidak langsung, 

Kontraktor diasumsikan mencapai tahap produksi. Sedangkan analisis 

terhadap Kontraktor yang masih dalam tahap eksplorasi dapat dilakukan 

dengan melihat atau membandingkan dengan hasil analisis dari Kontraktor 

yan telah berproduksi. 
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BAB 4 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Data Simulasi 

Data simulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan 

dengan sistem Production Sharing Contract (PSC). Simulasi ini dibuat 

dengan pendekatan model dari Johnston (2003, hal. 34-35) dengan 

pengembangan dan penyesuaian sehingga dapat menggambarkan kondisi 

yang sebenarnya tentang kegiatan pertambangan migas Production Sharing 

Contract di Indonesia. Data simulasi tersebut adalah sebagai berikut : 

 

4.1.1. Klausul dalam Production Sharing Contract (PSC). 

Klausul-klausul yang tercantum dalam kontrak merupakan 

ketentuan yang bersifat tetap dan harus dilaksanakan oleh 

Pemerintah maupun Kontraktor. Pada Tabel 4.1. diuraikan klausul-

klausul dalam kontrak yang digunakan dalam data simulasi 

penelitian ini.  

Tabel 4.1 

Klausul-Klausul Dalam Production Sharing Contract (PSC). 
 

No Klausul Uraian 
1 Jangka 

Waktu 
Jangka waktu kontrak adalah 30 tahun sejak 
kontrak ditandatangani dan dapat 
diperpanjang selama 20 tahun. 

2 % Bagi Hasil Persentase bagi hasil antara Pemerintah dan 
Kontraktor sebelum pajak adalah 75% untuk 
Pemerintah dan 25% untuk Kontraktor. 

3 Tarif Pajak Kontraktor diwajibkan membayar pajak 
dengan tarif pajak yang berlaku yaitu : 
 PPh Badan sebesar 25% 
 PPh Pasal 26 ayat (4) 20% 

(Tarif efektif PPh Migas 40%) 
4 FTP FTP ditetapkan sebesar 20% dari lifting yang 

dilakukan setiap tahun dan atas FTP tersebut 
dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor 
sesuai dengan persentase bagi hasil migas 
sebelum pajak. 
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  (sambungan Tabel 4.1)
No Klausul Uraian 
5 DMO DMO ditetapkan sebesar 25% dari migas 

bagian Kontraktor yang mulai berlaku sejak 
terdapat bagi hasil (Equity to be Split) 
maksimal sebesar migas bagian Kontraktor. 
(DMO = 25% x 25% x Lifting) 

6 DMO Fee Atas DMO yang diserahkan oleh Kontraktor, 
Pemerintah akan memberikan fee dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
 60 bulan pertama sejak berproduksi DMO 

fee sesuai dengan harga pasar migas. 
 Setelah itu DMO Fee sebesar 25% dari 

harga pasar migas yang berlaku. 
7 Bonus Kontraktor diwajibkan untuk membayar 

bonus sebagai berikut : 
 Bonus penandatanganan yang dibayar pada 

saat persetujuan kontrak sebesar 
US$7.750.000 

 Bonus Produksi sebesar : 
- US$10.000.000 ketika produksi 

kumulatif  mencapai 75.000.000 barrels 
- US$10.000.000 ketika produksi 

kumulatif sudah mencapai 100.000.000 
barrels 

Sumber : Production Sharing Contract dan data diolah kembali 

 

4.1.2. Data Terkait Dengan Kegiatan Operasi Pertambangan Migas 

Data-data yang terkait dengan kegiatan operasi pertambangan 

migas disajikan pada Tabel 4.2. Data-data tersebut merupakan data 

yang dilaksanakan selama masa kontrak yaitu 30 tahun. Produksi 

yang dihasilkan adalah berupa minyak dan tidak menghasilkan gas 

bumi sampai masa kontrak berakhir. Adapun data yang lebih detail 

terkait dengan distribusi untuk setiap tahun adalah sebagaimana pada 

Lampiran  4.1. 

 

a. Produksi 

Selama masa kontrak (30 tahun), produksi yang 

dihasilkan sebesar 125.000.000 barrels yang dimulai sejak tahun 
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ketujuh. Produksi mengalami puncaknya (peak) pada tahun ke-11 

dan setelah itu mengalami penurunan produksi secara berkala 

rata-rata sebesar 10% dari tahun sebelumnya. 

Kondisi pertambangan migas di Indonesia sangat 

bervariasi mulai dari blok yang memiliki cadangan besar seperti 

Chevron Pacific Indonesia, ConocoPhillips Indonesia Inc., 

CNOOC SES,  dan Total E&P Indonesie sampai dengan blok 

yang memiliki cadangan kecil seperti Citic Seram, Petroselat, 

Premier Oil Natuna Sea BV dan lain-lain. Tingkat risiko kegiatan 

usaha juga bervariasi dari yang besar sampai dengan yang kecil 

seperti di blok Cepu. 

Waktu awal Kontraktor berproduksi juga sangat 

bervariasi antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun. Namun pada 

umumnya eksplorasi dilakukan maksimal dalam jangka waktu 10 

tahun yaitu sesuai dengan ketentuan kontrak dimana ekplorasi 

dilaksanakan selama 6 tahun dan dapat diperpanjang selama 3 

tahun. 

Asumsi produksi sebesar 125.000.000 barrel selama masa 

kontrak 30 tahun adalah asumsi untuk blok yang memiliki 

cadangan sedang. Sedangkan produksi pada tahun ketujuh dan 

mencapai puncak pada tahun ke-11 merupakan untuk kondisi 

blok  yang mudah dan memiliki risiko kegagalan yang kecil.  

Penurunan produksi dari Kontraktor sangat tergantung 

dari fungsi produksi Kontraktor dan kebijakan dari Kontraktor 

dalam kegiatan yang dilakukan meskipun Pemerintah juga 

memberi target kepada Kontraktor untuk memproduksi jumlah 

tertentu per tahun. Penurunan rata-rata sebesar 10% merupakan 

perkiraan dengan memperhatikan jumlah produksi sampai 

dengan akhir tahun sebesar 125.000.000 barrel. 
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Tabel 4.2. 

Data Terkait Dengan Kegiatan Operasi Pertambangan Migas 
Selama Masa Kontrak 

 

Uraian Jumlah  % Thdp Lifting

Produksi (barrels) 125.000.000             ‐

Harga (US$) 80                                ‐

Lifting (US$) 10.000.000.000       100,00%

FTP (US$) 2.000.000.000          20,00%

Belanja Modal (US$) 1.500.000.000          15,00%

Biaya Operasi (US$) 1.000.000.000          10,00%

Bonus (US$) 27.750.000                0,28%

DMO Gross (US$) 544.635.000             5,45%

Pajak Tidak Langsung (US$) 634.300.000             6,34%

‐ PPN 99.500.000                1,00%

‐ PBB 530.000.000             5,30%

‐ PDRD 4.800.000                  0,05%

Sumber : data diolah sendiri 

 

b. Harga dan Lifting 

Harga diasumsikan tetap sebesar $80,00 per barrel selama 

masa kontrak meskipun hal ini tidak mungkin karena harganya 

berfluktuatif. Penyederhanaan ini bertujuan untuk 

menggambarkan pengaruh perubahan perlakuan pajak tidak 

langsung saja sehingga harga diasumsikan tetap. Dengan harga 

$80,00 per barrel maka akan dihasilkan penerimaan dari 

penjualan  minyak sebesar US$10.000.000.000.  

Penerimaan penjualan ini mengikuti jumlah produksi 

minyak yang dihasilkan. Gambar 4.1. menunjukkan grafik hasil 

penjualan minyak selama masa kontrak. Produksi dimulai pada 

tahun ke-7 dan mencapai puncaknya pada tahun ke-11 yang 

kemudian mengalami penurunan secara berkala . 
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Sumber : data diolah sendiri 

Gambar 4.1. 

Penerimaan Penjualan Migas 

 

c. First Tranche Petroleum 

First Tranche Petroleum yang ditetapkan dalam kontrak 

adalah sebesar 20% dari lifting pada tahun yang bersangkutan. 

FTP tersebut akan dibagi antara Pemerintah dan Kontraktor 

sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam kontrak. 

 

d. Belanja Modal dan Biaya Operasi 

Belanja modal untuk kegiatan pertambangn ini selama 

masa kontrak sebesar $ 1.500.000.000 atau sebesar 15% dari 

total penerimaan. Sedangkan biaya operasi yang dikeluarkan 

selama masa kontrak adalah sebesar $ 1.000.000.000 atau sebesar 

10% dari total penerimaan. Apabila pengeluaran biaya tersebut 

diukur dengan jumlah produksi maka biaya modal adalah sebesar 

US$ 12 per barrel  dan biaya operasi sebesar US$ 8 per barrel. 

Belanja modal akan banyak dikeluarkan ketika awal 

kegiatan eksplorasi dan pada tahap pengembangan pada saat 

sudah ditemukan cadangan minyak. Biaya operasi yang 

dikeluarkan pada tahap awal kegiatan eksplorasi akan sedikit dan 

setelah ditemukan cadangan minyak maka akan dilakukan 

pengembangan. Biaya operasi ini cenderung stabil selama masa 

kontrak setelah dilakukan eksploitasi. Gambar 4.2. menunjukkan 
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distribusi dari belanja modal dan biaya operasi dikaitkan dengan 

lifting dan First Tranche Petroleum. 

 

 
Sumber : data diolah  

Gambar 4.2 

Grafik Lifting, FTP dan Pengeluaran Biaya 

 

e. Kewajiban Pajak Tidak Langsung 

Kewajiban pajak tidak langsung dalam pembahasan ini 

terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan 

dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  

Pajak Pertambahan Nilai jumlahnya terkait dengan 

aktivitas belanja yang dilakukan oleh Kontraktor. Oleh karena itu 

jumlahnya dibuat berdasarkan persentase tertentu dari belanja 

yang dilakukan baik dari belanja modal maupun dari biaya 

operasi. Berdasarkan analisis terhadap data-data PPN tahun 2008, 

data simulasi jumlah PPN ini dibuat dengan perhitungan sebesar 

6,5% dari biaya operasi dan 2,3% dari belanja modal.  

Perhitungan tersebut berdasarkan data dari 43 

Kontraktor Migas yang telah berproduksipada tahun 2008. 

Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah PPN 

yang menjadi kewajiban Kontraktor dengan jumlah belanja 

modal dan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Kontraktor 
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pada tahun 2008. Perhitungan PPN tersebut dikaitkan dengan 

belanja modal dan biaya operasi karena unsur tersebut yang pada 

umumnya mempengaruhi jumlah pembayaran PPN. Persentase 

PPN untuk belanja modal lebih kecil bila dibandingkan dengan 

biaya operasional karena belanja modal pada umumnya 

dilakukan melalui impor dan Kontraktor pada umumnya 

mendapat fasilitas pembebasan PPN. Adapun jumlahnya selama 

umur kontrak adalah sebesar US 99.500.000. 

Perhitungan jumlah kewajiban Pajak Bumi dan 

Bangunan sesuai dengan ketentuan perpajakanyang berlaku 

dikaitkan dengan luas wilayah kontrak, jenis infrastruktur 

bangunan yang ada dan produksi migas yang dihasilkan pada 

tahun tertentu. Pada umumnya luas wilayah kontrak akan 

semakin berkurang karena terdapat wilayah-wilayah yang tidak 

produktif dan diserahkan kembali kepada Pemerintah. 

Perhitungan jumlah PBB untuk hasil produksi dihitung 

berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu  9,5 dikalikan dengan 

nilai lifting dan dikalikan dengan tarif pajak, sedangkan untuk 

wilayah dan infrastruktur dihitung berdasarkan perkiraan 

berdasrkan studi pada tahun-tahun sebelumnya. Jumlah PBB 

dalam simulasi ini sampai dengan akhir masa kontrak sebesar 

US$ 530.050.000. 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang teruntang oleh 

Kontraktor migas terdiri dari Pajak Pengambilan dan 

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT & 

AP) dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN. PDRD dihitung 

berdasarkan perkiraan yang jumlahnya tetap sepanjang tahun dan 

total sampai dengan akhir masa kontrak sebesar US 4.800.000. 

Kewajiban PPN, PBB dan PDRD setiap tahun digambarkan pada 

Gambar 4.3. dibawah ini. 
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 Sumber : data diolah 

Gambar 4.3. 

 Kewajiban PPN, PBB dan PDRD Kontraktor  

 

f. Bonus 

Bonus yang dibayarkan oleh kontraktor terdiri dari bonus 

penandatanganan yang diberikan pada waktu kontrak disetujui 

sebesar US$ 7.750.000. Jumlah bonus ini tergantung dari 

perkiraan cadangan yang ada di blok tersebut dan negosiasi 

antara Pemerintah dan Kontraktor. Selain itu juga terdapat bonus 

produksi yang dikaitkan dengan jumlah produksi tertentu. 

Kontraktor diwajibkan membayar bonus kepada Pemerintah 

setelah produksi mencapai 75.000.000 barrels sebesar US$ 

10.000.000 dan produksi telah mencapai 100.000.000 barrels 

sebesar US 10.000.000. 

Pengenaan bonus ini adalah umum diterapkan terhadap 

Kontraktor migas yang melakukan eksploitasi terhadap kekayaan 

negara. Jumlah bonus pada umumnya akan semakin besar bila 

cadangan yang ada di blok tersebut besar dan risiko usaha kecil. 

Di Indonesia pembayaran bonus penandatangan dan bonus 

produksi bervariasi dari $350.000 sampai dengan $15.000.000, 

tergantung dari potensi dari blok yang ada.  
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4.2. Hasil Simulasi dan Analisis 

4.2.1. Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas 

Analisis penerimaan dari kegiatan usaha pertambangan migas 

terkait dengan pembagian hasil produksi migas pada blok yang 

bersangkutan antara Pemerintah dan Kontraktor. Analisis dalam 

subbab ini akan membandingkan antara perlakuan pajak tidak 

langsung (PPN, PBB dan PDRD) sebelum diundangkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 atau dalam penelitian 

ini disebut mekanisme VAT Reimbursement dan setelah 

diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yang 

disebut Indirect Tax Deduction. 

Hal utama yang menjadi ukuran keekonomian bagi 

Pemerintah adalah jumlah penerimaan Pemerintah (Government 

Take/Government Entitlement) yang mencerminkan jumlah cash 

tertentu untuk Pemerintah. Government Take/Government 

Entitlement ini merupakan penerimaan Pemerintah dari semua 

pendapatan seperti, bonus, royalty, pajak, minyak bagian Pemerintah 

atau kepemilikan Pemerintah. 

 

a. Perhitungan Government Entitlement dan Contractor Entitlement 

Perhitungan Government Entitlement dan Contractor 

Entitlement dengan menggunakan data simulasi untuk 

mekanisme VAT Reimbursement dan Indirect Tax Deduction 

adalah sebagaimana pada Lampiran 4.2. dan Lampiran 4.3.  

Berdasarkan perhitungan sebagaimana pada Lampiran 4.2 

dan 4.3, Government Entitlement dan  Contractor Entitlement 

dapat diringkas dengan menggunakan Tabel 3.1 yang 

mencerminkan perhitungan penerimaan dari bagi hasil migas 

pada Tabel 4.3 berikut  ini : 
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Tabel 4.3 

Hasil Simulasi Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas 
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 

 
 

A. Perhitungan Equity to be Split
1. Lifting 10.000.000  100,00% 10.000.000  100,00%

2. F T P 2.000.000    20,00% 2.000.000    20,00%

3. Lifting stlh FTP (1 - 2) 8.000.000    80,00% 8.000.000    80,00%

4. Cost Recovery (a + b + c) 2.500.000    25,00% 3.134.350    31,34%
a. Recoverable OPEX 1.000.000    10,00% 1.000.000    10,00%
b. Recoverable CAPEX 1.500.000    15,00% 1.500.000    15,00%
c. Indirect Tax -                  0,00% 634.350       6,34%

5. Equity to be Split (3 - 4) 5.500.000    55,00% 4.865.650    48,66%

B. Perhitungan Perpajakan Kontraktor

1. Penghsln Kontrktr (a + b + c) 2.095.747    20,96% 1.899.072    18,99%
a. Contr. FTP Share (25% X FTP) 500.000       5,00% 500.000       5,00%
b. Contr. Equity Shre (25% X ETBS) 1.375.000    13,75% 1.216.413    12,16%
c. Penerimaan DMO Fee 220.747       2,21% 182.659       1,83%

2. Pengurang Penghasilan (a + b) 610.473       6,10% 572.385       5,72%
a. Penyerahan DMO Gross 582.723       5,83% 544.635       5,45%
b. Bonus 27.750         0,28% 27.750         0,28%

3. Penghasilan Kena Pajak (1 - 2) 1.485.274    14,85% 1.326.687    13,27%

4. Pajak Terutang (40% X PKP) 594.110       5,94% 530.675       5,31%

C. Perhitungan Entitlement
1. Government Entitlement 6.608.837    66,09% 6.069.639    60,70%

(a + b + c - d + e + f)
a. Gov. FTP Share (75% X FTP) 1.500.000    15,00% 1.500.000    15,00%
b. Gov. Equity Shr (75% x ETBS) 4.125.000    41,25% 3.649.238    36,49%
c. DMO Gross 582.723       5,83% 544.635       5,45%
d. (DMO Fee) (220.746)     -2,21% (182.659)     -1,83%
e. Bonus 27.750         0,28% 27.750         0,28%
f. PPh Migas 594.110       5,94% 530.675       5,31%

Uraian VAT Reimbursement Indirect Tax Deduct.
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(sambungan Tabel 4.3) 

C. Perhitungan Entitlement
2. Contractor Entitlement (a + b) 3.391.163    33,91% 3.930.361    39,30%

a. Contractor Take 891.163       8,91% 796.012       7,96%
(i+ii+iii+iv+v+vi)
i. Cont. FTP Share (25% x FTP) 500.000       5,00% 500.000       5,00%
ii. Cont. Equity Share (25% x ETB 1.375.000    13,75% 1.216.413    12,16%
iii. (DMO Gross) (582.723)     -5,83% (544.635)     -5,45%
iv. DMO Fee 220.746       2,21% 182.659       1,83%
v. (Bonus) (27.750)       -0,28% (27.750)       -0,28%
vi. (PPh Migas) (594.110)     -5,94% (530.675)     -5,31%

b Cost Recovery 2.500.000    25,00% 3.134.349    31,34%

Uraian VAT Reimbursement Indirect Tax Deduct.

 

Tabel 4.3. menunjukkan bahwa dengan adanya 

pembebanan pajak tidak langsung sebesar 6,34% dari lifting,  

Government Entitlement (dengan menggunakan persentase dari 

jumlah lifting) mengalami penurunan sebesar 5,39% dari 66,09% 

menjadi 60,70%. Sedangkan Contractor Entitlement  mengalami 

kenaikan sebesar 5,39% dari 33,91% menjadi 39,30%.  

Penurunan Government Entitlement disebabkan 

penurunan pada jumlah Government Equity Share sebesar 4,76% 

dan PPh Migas sebesar 0,63%.  Penurunan jumlah tersebut 

merupakan 85% dari total pajak tidak langsung dan 85% tersebut 

merupakan persentase bagi hasil setelah pajak bagian 

Pemerintah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan biaya akan menurunkan Government Entitlement 

sebesar persentase bagian Pemerintah setelah pajak. 

Pembebanan pajak tidak langsung tersebut juga 

menyebabkan penurunan Contractor Equity Share sebesar 1,59% 

dan PPh Migas sebesar 0,63% yang merupakan jumlah pajak 

tidak langsung yang ditanggung oleh Kontraktor sesuai dengan 

persentase bagi hasil setelah pajak (15% x 6,34%). Namun di sisi 

yang lain, Cost Recovery meningkat sebesar 6,34% atau sebesar 

jumlah pajak tidak langsung. 
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Adapun penerimaan berdasarkan urutan tahun untuk 

Government Entitlement dan Contractor Entitlement adalah 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.4. dibawah ini. 

 

 
Sumber : data diolah 

 

Gambar 4.4. 

Grafik Government Entitlement dan  Contractor Entitlement 
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 

 

Pada Gambar 4.4. terlihat bahwa Kontraktor menerima 

hasil produksi diawal waktu (frond end loading) dibandingkan 

dengan Pemerintah, karena Kontraktor berhak untuk 

mendapatkan pengembalian lebih dahulu atas biaya yang 

dikeluarkan pada tahun-tahun sebelum produksi. Oleh karena itu 

faktor waktu penerimaan penghasilan (timing) juga perlu 

mendapat perhatian. Semakin lama waktu penerimaan bagi 

Pemerintah maka akan semakin kecil manfaat yang diperoleh 

Pemerintah. Mekanisme Indirect Tax Deduction menyebabkan 

Pemerintah menerima penghasilan lebih lama bila dibandingkan 

dengan Mekanisme VAT Reimbursement. 

Dengan menggunakan persamaan (3.6) dan (3.7) 

Government Entitlement dan  Contractor Entitlement dengan 

menggunakan Discount Factor 10% adalah sebagaimana pada 

Tebel 4.4. 
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Tabel 4.4. 

Perhitungan Government Entitlement dan  Contractor Entitlement 
Dengan Discount Factor 10% 

VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 
 

Uraian

Lifting ($M) 2.643.789 100,00% 2.643.789 100,00%

Goverment Entitlement (SM) 1.626.535 61,52% 1.485.483 56,19%

Contractor Entitlement ($M) 1.017.254 38,48% 1.158.306 43,81%

VAT Reimbursement Indirect Tax Deduction

Sumber : data diolah sendiri 

 

Berdasarkan Tabel 4.4. diketahui bahwa Government 

Entitlement dengan mekanisme VAT Reimbursement adalah 

sebesar 61,52% sedangkan dengan mekanisme Indirect Tax 

Deduction sebesar 56,19% atau mengalami kenaikan sebesar 

5,34%. Sedangkan Contractor Entitlement mengalami kenaikan 

sebesar 5,34% dari sebesar 38,48% menjadi sebesar 43,81%. 

Apabila dibandingkan perhitungan dengan penerimaan 

tanpa Discount Factor, Contractor Entitlement memiliki nilai 

yang lebih besar dengan Discount Factor namun kenaikannya 

dari  mekanisme VAT Reimbursement ke mekanisme Indirect Tax 

Deduction lebih kecil yaitu dari 5,39% menjadi 5,34%. 

 

b. Perhitungan Penerimaan dari Kegiatan Pertambangan Migas 

Sebagaimana diuraikan dalam BAB III sebelumnya 

bahwa perhitungan penerimaan Pemerintah (Government 

Revenue) dan Penerimaan Kontraktor (Contractor Revenue) 

adalah memperhitungan penerimaan dari bagi hasil migas 

(Entitlement) dan penerimaan lainnya misalnya pajak tidak 

langsung. 

Hasil perhitungan atas Government Revenue dan 

Contractor Revenue untuk VAT Reimbursement dan Mekanisme 
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Indirect Tax Deduction dengan menggunakan persamaan (3.8), 

(3.9), (3.10) dan 3.11) sebagaimana pada Tabel 4.5.  

 

Tabel 4.5. 

Perhitungan Government Revenue dan  Contractor Revenue 
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 

 

Perhitungan Tanpa Discount Factor
1. Lifting 10.000.000 100,00% 10.000.000 100,00%

2. Indirect Tax (a+b+c) 99.500       1,00% 634.350     6,34%
a. PPN 99.500       1,00% 99.500       1,00%
b. PBB -                0,00% 530.050     5,30%
c. PDRD -                0,00% 4.800         0,05%

3. Reimbursement PPN 99.500       1,00% -               0,00%

4. Gov. Entitlement 6.608.836   66,09% 6.069.639  60,70%
5. Cont. Entitlement 3.391.164   33,91% 3.930.361  39,30%

6. Gov. Revenue (4+2-3) 6.608.836   66,09% 6.703.989  67,04%
7. Cont. Revenue (5-2+3) 3.391.164   33,91% 3.296.011  32,96%

Perhitungan Dengan Discount Factor (10%)
1. Lifting 2.643.789   100,00% 2.643.789  100,00%
2. Goverment Revenue 1.628.541   61,60% 1.667.552  63,07%
3. Contractor Revenue 1.015.248   38,40% 976.236     36,93%

VAT Reimbursement Indirect Tax DeductionUraian

Sumber : data diolah sendiri 
 

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, Government Revenue 

mengakami kenaikan sebesar 0,95% atau apabila dengan 

mempertimbangkan timing penerimaan naik sebesar 1,47%. 

Sedangkan  Contractor Revenue mengalami hal yang sebaliknya. 

Kenaikan Government Revenue sebesar 0,95% dari lifting 

tersebut merupakan dampak dari pembebanan pajak tidak 

langsung yang sebelumnya ditanggung oleh Pemerintah 

seluruhnya dan dengan Mekanisme Indirect Tax Deduction 

Kontraktor akan menanggung sebesar persentase bagi hasil 
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setelah pajak bagian Kontraktor. Penambahan Government 

Revenue berasal dari 15% dari jumlah pajak tidak langsung yang 

menjadi kewajiban Kontraktor. Sebesar 6,34%. 

Kenaikan Government Revenue dengan menggunakan 

Discount Factor sebesar 10% menjadi lebih besar karena 

Pemerintah pada tahap eksplorasi sudah memperoleh penerimaan 

dari pajak-pajak tidak langsung yang menjadi kewajiban 

Kontraktor yang harus dibayar. 

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa Government Revenue 

untuk Mekanisme Indirect Tax Deduction jumlahnya lebih besar 

bila dibandingkan dengan Mekanisme VAT Reimbursement. 

Sedangkan Contractor Revenue secara kumulatif penerimaannya 

menjadi lebih kecil.  

 

 
Sumber : data diolah sendiri 

 

Gambar 4.5. 

Perhitungan Government Revenue dan  Contractor Revenue 
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 

 
 

c. Perhitungan Net Cash Flow 

Perhitungan Net Cash Flow  Pemerintah dan Kontraktor 

untuk mekanisme VAT Reimbursement dan Indirect Tax 

Deduction dengan menggunakan persamaan (3.13) dan (3.14) 
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adalah sebagaimana pada Lampiran 4.4, Lampiran 4.5, Lampiran 

4.6 dan Lampiran 4.7. 

Berdasarkan hasil simulasi sebagaimana pada Tabel 4.6. 

jumlah Net Cash Flow Pemerintah untuk mekanisme Indirect 

Tax Deduction mengalami kenaikan sebesar 0,95% dibandingkan 

dengan mekanisme VAT Reimbursement. Sedangkan Net Cash 

Flow Kontraktor mengalami penurunan sebesar 0,95%. Gambar 

4.6 menunjukkan Cash Flow dari Pemerintah dan Kontraktor dari 

tahun ke tahun. 

 

Tabel 4.6. 

Perhitungan Net Cash Flow Government dan  Contractor  
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 

 
Uraian

Lifting 10.000.000  100,00% 10.000.000 100,00%
Government Net Cash Flow 6.608.836    66,09% 6.703.989   67,04%
Contractor Net Cash Flow 891.164       8,91% 796.012      7,96%

Lifting - DCF 2.643.789    100,00% 2.643.789   100,00%
Government Cash Flow - DCF 1.628.541    61,60% 1.667.552   63,07%
Contractor Cash Flow - DCF 72.835         2,75% 33.823        1,28%

VAT Reimbursement Indirect Tax Deduction

Sumber : data diolah sendiri 
 

Apabila perhitungan Net Cash Flow ini dengan 

memperhitungkan faktor waktu maka Net Cash Flow Pemerintah 

dan Kontraktor untuk mekanisme Indirect Tax Deduction 

mengalami kenaikan dan penurunan sebesar 1,47% dibandingkan 

dengan mekanisme VAT Reimbursement. 
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Sumber : data diolah sendiri 

 

Gambar 4.6. 

Grafik Perhitungan Net Cash Flow Government dan  Contractor  
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 

 

Hasil simulasi perhitungan dengan mekanisme Indirect Tax 

Deduction apabila dibandingkan dengan mekanisme VAT 

Reimbursement sebagaimana diuraikan diatas dapat dirangkum pada 

Tabel 4.7 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.7. 

Ringkasan Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas  
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 

 

No Uraian Perubahan ( % ) 

1. Perhitungan Take   

 a. Government Take  5,39% 

 b. Contractor Take  0,95% 

2. Perhitungan Entitlement   

 a. Government Entitlement  5,39% 

 b. Contractor Entitlement  5,39% 
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(sambungan Tabel 4.7) 

No Uraian Perubahan ( % ) 

3. Perhitungan Revenue   

 a. Government Revenue  0,95% 

 b. Contractor Revenue  0,95% 

4. Perhitungan Net Cash Flow   

 a. Government Net Cash Flow  0,95% 

 b. Contractor Net Cash Flow  0,95% 

Keterangan : 

 = Naik 

 = Turun 

 

Berdasarkan hasil simulasi sebagaimana dijelaskan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa mekanisme Indirect Tax Deduction bila 

dibandingkan dengan mekanisme VAT Reimbursement akan 

berpengaruh terhadap penerimaan bagi hasil migas sebagai berikut : 

Pertama, pembebanan pajak tidak langsung dalam Cost 

Recovery akan menyebabkan penerimaan Pemerintah dari bagi hasil 

migas (Government Take) berkurang sebesar 85% dari jumlah pajak 

tidak langsung yang menjadi kewajiban Kontraktor. Sedangkan 

penerimaan Kontraktor dari bagi hasil migas (Contractor Take) akan 

berkurang sebesar 15% dari jumlah pajak tidak langsung (Tabel 4.3). 

Di sisi yang lain Kontraktor akan mendapat tambahan pengembalian 

biaya operasi (cost recovery) sebesar jumlah pajak tidak langsung 

yang telah dibayarkan. Oleh karena itu, penerimaan kontraktor dari 

bagi hasil migas (Contractor Entitlement) akan meningkat sebesar 

sebesar 85% dari jumlah pajak tidak langsung yang menjadi 

kewajiban Kontraktor. 

Pengelolaan kegiatan pertambangan migas di Indonesia 

menggunakan skema bagi hasil sebagaimana dijelaskan pada 

Gambar 1.1. Berdasarkan skema tersebut diketahui bahwa setiap 

tambahan biaya (cost recovery) atau penerimaan (lifting/revenue) 
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akan dibagi antara Kontraktor dan Pemerintah. Adapun besarnya 

pembagian tersebut adalah sebesar persentase bagi hasil setelah 

pajak yang disepakati dalam kontrak. 

Di Indonesia, bagi hasil setelah pajak antara Pemerintah dan 

Kontraktor untuk minyak pada umumnya adalah 85% untuk 

Pemerintah dan 15% untuk Kontraktor. Oleh karena itu setiap 

tambahan biaya atau penghasilan, Pemerintah akan menanggung atau 

menerima sebesar 85% sedangkan Kontraktor sebesar 15%. 

Untuk menaikkan jumlah penerimaan dari bagi hasil migas, 

Pemerintah harus dapat meningkatkan produksi dan menurunkan 

biaya serendah-rendahnya. Setiap tambahan penerimaan dari bagi 

hasil akan bersifat sangat progresif bagi Pemerintah bila 

dibandingkan dengan Kontraktor, sedangkan setiap tambahan biaya 

akan sangat regresif terhadap penerimaan Pemerintah dibandingkan 

dengan Kontraktor. Bagi Kontraktor tambahan biaya justru dapat 

menjadi insentif karena penurunan hanya sebesar 15% sedangkan 

biaya tersebut akan mendapat penggantian dari Pemerintah melalui 

Cost Recovery. 

Hal ini menyebabkan penerimaan Pemerintah dari bagi hasil 

migas akan berkurang, begitu juga dengan penerimaan Kontraktor 

tetapi persentase berkurangnya penerimaan tersebut akan lebih 

banyak ditanggung oleh Pemerintah. 

Kedua, penerimaan Pemerintah dari kegiatan bagi hasil migas 

secara keseluruhan (Government Revenue) akan meningkat. 

Sedangkan penerimaan Kontraktor (Contractor Revenue) akan 

menurun yang disebabkan pembayaran pajak tidak langsung. 

Sebagaimana hasil simulasi pada Tabel 4.5., diketahui bahwa 

penerimaan Pemerintah secara keseluruhan (Government Revenue) 

dengan pembayaran pajak tidak langsung dari Kontraktor sebesar 

6,34% hanya meningkat sebesar  0,95%. Penambahan Government 

Revenue tersebut berasal dari 15% dari jumlah pajak tidak langsung 

yang menjadi kewajiban Kontraktor. 
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Kenaikan Government Revenue dengan menggunakan 

Discount Factor sebesar 10% menjadi lebih besar karena Pemerintah 

pada tahap eksplorasi sudah memperoleh penerimaan dari pajak-

pajak tidak langsung yang menjadi kewajiban Kontraktor yang harus 

dibayar. 

Ketiga, dengan menjadikan pajak tidak langsung yang 

dibayar oleh Kontraktor menjadi komponen dari biaya sehingga 

mengurangi porsi bagi hasil dan penerimaan pajak, Pemerintah telah 

memberikan insentif kepada Kontraktor. Dengan menjadikan sebagai 

biaya, Pemerintah telah menanggung pajak tidak langsung tersebut 

sebesar 85%.  

Tabel 4.5. menunjukkan bahwa penerimaan Pemerintah 

secara keseluruhan (Government Revenue) dengan pembayaran pajak 

tidak langsung dari Kontraktor sebesar 6,34% hanya meningkat 

sebesar  0,95%. Penambahan Government Revenue tersebut berasal 

dari 15% dari jumlah pajak tidak langsung yang menjadi kewajiban 

Kontraktor. 

Pajak tidak langung tersebut seharusnya tidak menjadi unsur 

biaya dalam menghitung bagi hasil dan PPh migas yang terutang, 

karena pada prinsipnya pajak tidak langsung tersebut merupakan 

kewajiban Kontraktor. Hal ini dapat memberikan tambahan 

penerimaan yang lebih besar bagi Pemerintah, sedangkan bagi 

Kontraktor pengenaan pajak tersebut akan menjadi beban Kontraktor 

sepenuhnya. 

Keempat, pada mekanisme Indirect Tax Deduction, 

Kontraktor harus membayar pajak tidak langsung berupa PPN, PBB 

dan PDRD yang menjadi kewajiban Kontraktor sejak awal 

beroperasi. Di sisi yang lain Pemerintah akan menerima penerimaan 

dari pembayaran pajak tidak langsung tersebut. Pembayaran yang 

dilakukan oleh Kontraktor tersebut akan mengurangi cash flow 

Kontraktor, dan akan menambah cash flow bagi Pemerintah 
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Pemerintah akan menerima pembayaran pajak tidak langsung 

mulai dari awal Kontraktor berproduksi (frond end loading). 

Sedangkan Kontraktor akan mendapat pengembalian melalui Cost 

Recovery setelah terdapat produksi. Oleh karena itu, pembayaran 

pajak tidak langsung tersebut akan memberatkan Kontraktor pada 

awal beroperasi namun apabila telah berproduksi, pembayaran pajak 

tidak langsung tersebut tidak akan memberikan pengaruh yang besar 

bagi Kontraktor karena akan dikembalikan pada tahun yang sama. 

Penerimaan Pemerintah yang lebih baik tersebut ditunjukkan 

pada Tabel 4.6. Jumlah Net Cash Flow Pemerintah untuk mekanisme 

Indirect Tax Deduction mengalami kenaikan bila dibandingkan 

dengan mekanisme VAT Reimbursement. Sedangkan Net Cash Flow 

Kontraktor mengalami penurunan. Bahkan apabila dengan 

memperhitungkan waktu penerimaan perhitungan Net Cash Flow 

Pemerintah akan naik lebih besar.  

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pembayaran pajak 

tidak langsung akan menguntungkan Pemerintah dan menjadi beban 

bagi Kontraktor terutama pada masa eksplorasi. 

Kelima, Kontraktor akan menanggung risiko usaha yang 

lebih besar dibandingkan dengan mekanisme VAT Reimbursement.  

Sebagaimana diketahui bahwa pajak tidak langsung yang 

dibayar oleh Kontraktor akan dikembalikan melalui Cost Recovery. 

Hal ini berarti bahwa apabila Kontraktor Migas gagal dalam kegiatan 

usahanya, Kontraktor akan menanggung biaya yang telah 

dikeluarkan termasuk pajak tidak langsung yang telah dibayar. Hal 

ini berbeda dengan mekanisem VAT Reimbursement dimana 

Pemerintah membebaskan Kontraktor migas dari membayar PBB 

dan PDRD sehingga tidak terdapat risiko bagi Kontraktor. Oleh 

karena itu terdapat pergeseran risiko dari Pemerintah kepada 

Kontraktor. 
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Pergeseran risiko ini akan menjadi pertimbangan bagi 

Kontraktor Migas untuk melakukan investasi dan kegiatan usaha 

pertambangan di Indonesia. 

Keenam, pembayaran pajak tidak langsung oleh Kontraktor 

akan menimbulkan beban administrasi bagi Kontraktor. Kontraktor 

akan menghitung jumlah pajak tidak langsung secara teliti karena 

berkaitan dengan cash flow yang akan dikeluarkan. Hal ini berbeda 

dengan mekanisem VAT Reimbursement dimana PBB dan PDRD 

ditanggung oleh Pemerintah sehingga Kontraktor tidak  dibebani 

dengan administrasi dan pengawasan pembayaran. 

Selain itu, pembayaran pajak tidak langsung oleh Kontraktor 

akan mendorong Kontraktor memanfaatkan wilayah operasinya 

semaksimal mungkin dan akan mengembalikan bagian wilayah yang 

tidak produktif kepada Pemerintah. 

 

4.2.2. Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas 

a. Perhitungan Penerimaan Rekening Migas dan PNBP SDA Migas 

Perhitungan dana bagi hasil migas merupakan 

pembahasan terkait dengan penerimaan Pemerintah dari bagi 

hasil migas (Government Entitlement). Penerimaan Pemerintah 

ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

113/PMK.02/2009 dikelompokkan menjadi tiga yaitu PPh Migas, 

penerimaan bagian negara dan penerimaan lainnya. 

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya pada Tabel 4.3 

dan persamaan (3.15), perhitungan simulasi berdasarkan data 

yang ada untuk penerimaan pada Rekening Migas adalah 

sebagaimana pada Lampiran 4.8 dan Lampiran 4.9 yang hasilnya 

dirangkum pada Tabel 4.8.  

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.7 diketahui 

bahwa dengan mekanisme Indirect Tax Deduction penerimaan 

Pemerintah pada Rekening Migas mengalami penurunan sebesar 

5,78%,. Penurunan tersebut dikarenakan penurunan penerimaan 
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PPh Migas sebesar 0,63%, minyak bagian Pemerintah turun 

sebesar 4,76% sedangkan penerimaan lainnya turun 0,38%.  

 

Tabel 4.8 

Perhitungan Penerimaan Pemerintah Pada Rekening Migas  
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 

 

A. Lifting 10.000.000 100,00% 10.000.000  100,00%

B. Government Entitlement 6.608.836   66,09% 6.069.639    60,70%

C. Penrmn Rek. Migas (1+2+3) 6.829.582   68,30% 6.252.298    62,52%

1. PPh Migas 594.109      5,94% 530.675       5,31%

2. Migas Bag. Pmrnth (a+b) 5.625.000   56,25% 5.149.238    51,49%
a. FTP Share 1.500.000   15,00% 1.500.000    15,00%
b. Equity Share 4.125.000   41,25% 3.649.238    36,49%

3. Penerimaan Lainnya (a+b) 610.473      6,10% 572.385       5,72%
a. Bonus 27.750        0,28% 27.750         0,28%
b. DMO Gross 582.723      5,83% 544.635       5,45%

D. Faktor Pengurang (1+2) 855.096      8,55% 182.659       1,83%

1. Perpajakan (a+b+c) 634.350      6,34% -                   0,00%
a. Reimburse PPN 99.500        1,00% -                   0,00%
b. PBB 530.050      5,30% -                   0,00%
c. PDRD 4.800          0,05% -                   0,00%

2. Non Perpajakan 220.746      2,21% 182.659       1,83%
- DMO Fee 220.746      2,21% 182.659       1,83%

E. PNBP SDA Migas (C.2-D) 4.769.904   47,70% 4.966.579    49,67%

VAT Reimbursement Indirect Tax DeductionUraian

 

Penurunan penerimaan pemerintah dari PPh Migas dan 

bagian Pemerintah sebesar 5,39% merupakan 85% dari total 

kewajiban pajak tidak langsung kontraktor sedangkan penurunan 

penerimaan lainnya disebabkan penerimaan DMO yang lebih 

kecil karena terdapat tambahan biaya yang mempengaruhi 

penerimaan bagi hasil migas. 

Meskipun penerimaan pada Rekening Migas pada 

mekanisme Indirect Tax Deduction lebih kecil dari mekanisme 

VAT Reimbursement namun dari sisi PNBP SDA Migas lebih 
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besar sebesar 1,97%. Hal tersebut disebabkan faktor pengurang 

untuk mekanisme Indirect Tax Deduction lebih kecil bila 

dibandingkan dengan mekanisme VAT Reimbursement sebesar 

6,72%. Jumlah tersebut terdiri dari pajak tidak langsung sebesar 

6,34% dan perbedaan DMO Fee sebesar 0,38%. 

Gambar 4.7 menunjukkan grafik perbandingan 

penerimaan pada Rekening Migas dan PNBP SDA Migas antara 

mekanisme VAT Reimbursement dan Indirect Tax Deduction. 

 

 
Sumber : data diolah sendiri 

 

Gambar 4.7. 

Grafik Penerimaan Rekening Migas dan PNBP SDA Migas 
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 

 

Apabila dilihat dari waktu penerimaan PNBP SDA Migas 

dan beban Pemerintah Pusat diketahui bahwa dengan mekanisem 

VAT Reimbursement, pada tahap awal Kontraktor belum 

berproduksi, Pemerintah Pusat harus menanggung kewajiban 

Kontraktor berupa PBB dan PDRD yang menjadi hak Pemerintah 

Daerah. Oleh karena itu, dengan mekanisme ini Pemerintah 

mengalami Casf Flow yang negatif sampai dengan bagian migas 

untuk Pemerintah cukup untuk membayar faktor pengurang 

tersebut. 
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Pada mekanisme Indirect Tax Deduction, Kontraktor 

telah membayar PBB, PDRD dan PPN sehingga Pemerintah 

tidak perlu menanggung pajak tidak langsung tersebut. Adapun 

perhitungan penerimaan pada Rekening Migas dan PNBP SDA 

Migas dengan Discount Factor 10% sebagaimana pada Tabel 

4.9. 

Tabel 4.9. 

Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Migas  
Discount Factor 10% 

VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 
 

Uraian

Lifting 2.643.789  100,00% 2.643.789 100,00%

Perimaan Rek. Migas 1.692.890  64,03% 1.535.685 58,09%

PNBP Migas 1.139.956  43,12% 1.212.484 45,86%

VAT Reimbursement Indirect Tax Deduction

Sumber : data diolah sendiri 

 

b. Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Migas 

Hasil simulasi perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil 

(DBH) Migas antara mekanisme VAT Reimbursement dan 

mekanisme Indirect Tax Deduction adalah sebagaimana pada 

Lampiran 4.10 dan Lampiran 4.11. Berdasarkan hasil simuasi 

dan sesuai dengan persamaan (3.18) diketahui bahwa jumlah 

DBH Migas secara keseluruhan lebih besar jumlahnya untuk 

mekanisme Indirect Tax Deduction. Berdasarkan Tabel 4.10 

diketahui bahwa kenaikan adalah sebesar 1,96% yang berasal 

dari kenaikan PNBP Migas. 

Sedangkan untuk alokasi DBH Migas antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, alokasi paling besar diterima oleh 

Pemerintah Pusat. Penerimaan Pemerintah Pusat meningkat 

sebesar 1,69% sedangkan untuk Pemerintah Daerah hanya 

meningkat 0,28%.  Porsi Pemerintah Pusat yang besar tersebut 
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disebabkan porsi bagi hasil untuk bagian pemerintah Pusat yang 

besar yaitu sebesar 84,5%.  

 

Tabel 4.10. 

Perhitungan Alokasi DBH Migas  
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah 

VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 
 

1. Lifting 10.000.000  100,00% 10.000.000  100,00%

2. Bagi Hasil Migas (3+4+5) 5.304.755    53,05% 5.501.429    55,01%
a. Pusat (3a+4a+5a) 4.080.842    40,81% 4.249.765    42,50%
b. Daerah (3b+4b+5b) 1.223.913    12,24% 1.251.664    12,52%

3. PBB Migas 530.050       5,30% 530.050      5,30%
a. Pusat 53.005        0,53% 53.005        0,53%
b. Daerah 477.045       4,77% 477.045      4,77%

4. PDRD 4.800          0,05% 4.800          0,05%
a. Pusat -                 0,00% -                 0,00%
b. Daerah 4.800          0,05% 4.800          0,05%

5. PNBP Migas 4.769.905    47,70% 4.966.579    49,67%
a. Pusat 4.027.837    40,28% 4.196.760    41,97%
b. Daerah 742.068       7,42% 769.819      7,70%

VAT Reimbursement Indirect Tax DeductionUraian

Sumber : data diolah sendiri 

 

Gambar 4.8 menunjukkan grafik alokasi DBH SDA 

Migas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk 

mekanisme VAT Reimbursement dan Indirect Tax Deduction. 

Grafik tersebut menunjukkan bahwa pada mekanisme Indirect 

Tax Deduction, kenaikan alokasi untuk Pemerintah Pusat lebih 

besar dibandingkan dengan kenaikan untuk Pemerintah Daerah. 
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Sumber : data diolah sendiri 

 

Gambar 4.8. 

Grafik Alokasi PNBP Migas antara Pemerintah Pusat dan Daerah 
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 

 

Apabila penerimaan Pemerintah Pusat memperhitungkan 

juga penerimaan lainnya sebagaimana pada persamaan (3.19), 

hasilnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.11. dibawah ini. 

 

Tabel 4.11. 

Perhitungan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah 
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 

 

1. Lifting 10.000.000 100,00% 10.000.000 100,00%

2. Bagi Hasil Migas (a+b) 5.304.755   53,05% 5.501.429   55,01%
a. Pusat 4.080.842   40,81% 4.249.765   42,50%
b. Daerah 1.223.913   12,24% 1.251.664   12,52%

3. Penrmn Pusat Lain (a+b+c) 1.304.082   13,04% 1.202.560   12,03%
a. PPN 99.500       1,00% 99.500        1,00%
b. PPh Migas 594.109     5,94% 530.675      5,31%
c. Penerimaan Lainnya 610.473     6,10% 572.385      5,72%

4. Penerimaan Total (2+3) 6.608.837   66,09% 6.703.989   67,04%
a. Pusat (2a+3) 5.384.924   53,85% 5.452.325   54,52%
b. Daerah (2b) 1.223.913   12,24% 1.251.664   12,52%

VAT Reimbursement Indirect Tax DeductionUraian

Sumber : data diolah sendiri 
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Pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dengan mekanisme 

Indirect Tax Deduction penerimaan Pemerintah Pusat meningkat 

sebesar 0,67% bila dibandingkan dengan mekanisme VAT 

Reimbursement. Jumlah tersebut berasal dari kenaikan dari DBH 

Migas Pemerintah Pusat sebesar 1,69 %, penurunan dari 

penerimaan Pemerintah Pusat lainnya yang terdiri dari PPN, PPh 

Migas dan penerimaan lainnya sebesar 1,01%. 

 

Hasil simulasi perhitungan dengan mekanisme Indirect Tax 

Deduction apabila dibandingkan dengan mekanisme VAT 

Reimbursement sebagaimana diuraikan diatas dapat dirangkum pada 

Tabel 4.12 sebagai berikut : 

 

Tabel 4.12. 

Ringkasan Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas  
VAT Reimbursement vs Indirect Tax Deduction 

 

No Uraian Perubahan ( % ) 

1. Penerimaan Rekening Migas  5,78% 

2. PNBP SDA Migas  1,97% 

3. Alokasi Dana Bagi Hasil Migas  1,97% 

 a. Pemerintah Pusat  1,69% 

 b. Pemerintah Daerah  0,28% 

Keterangan : 

 = Naik 

 = Turun 

 

Berdasarkan hasil simulasi sebagaimana dijelaskan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa mekanisme Indirect Tax Deduction bila 

dibandingkan dengan mekanisme VAT Reimbursement akan 
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berpengaruh terhadap penerimaan Pemerintah dan Dana Bagi Hasil 

Migas sebagai berikut : 

Pertama, penerimaan pada Rekening Migas secara 

keseluruhan mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada 

penerimaan PPh Migas, penerimaan migas bagian Pemerintah 

maupun penerimaan lainnya. Penurunan pada penerimaan PPh Migas 

dan penerimaan lainnya akan berdampak pada penurunan 

penerimaan Pemerintah Pusat sedangkan penurunan penerimaan 

migas bagian Pemerintah akan berdampak pada Dana Bagi Hasil 

Migas yang akan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. 

Kedua, penerimaan pada PNBP SDA Migas mengalami 

kenaikan meskipun penerimaan migas bagian Pemerintah yang 

menjadi dasar penghitungan PNBP SDA Migas mengalami 

penurunan. Oleh karena itu jumlah Dana Bagi Hasil Migas yang 

akan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga 

akan megalami peningkatan. 

Distribusi penerimaan setiap tahun juga lebih baik dengan 

mekanisme Indirect Tax Deduction. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 

4.9 dimana penghitungan dengan Discount Factor menghasilkan 

peningkatan yang lebih besar bila dibanding tanpa Discount Factor. 

Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme Indirect Tax 

Deduction mengakibatkan distribusi pendapatan dari penerimaan 

sumber daya alam migas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah menjadi lebih baik.  

Ketiga, beban keuangan Pemerintah Pusat akan menjadi lebih 

ringan dengan mekanisme Indirect Tax Deduction karena tidak 

menanggung PBB dan PDRD untuk Kontraktor yang belum 

berproduksi. Dengan tidak ditanggungnya PBB dan PDRD tersebut 

maka Pemerintah Pusat akan lebih memiliki cukup dana untuk 

dialokasikan ke daerah-daerah yang lain. 
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Sebagaimana pada Gambar 4.10 dan Gambar 4.12. dan 

penjelasan sebelumnya diketahui bahwa dengan mekanisem VAT 

Reimbursement, Pemerintah harus menanggung PBB dan PDRD 

Kontraktor yang belum berproduksi. Dana PBB dan PDRD tersebut 

berasal dari penerimaan migas bagian Pemerintah Pusat dari 

Kontraktor Migas yang telah berproduksi. Oleh karena itu 

penerimaan Pemerintah Pusat dari bagi hasil migas yang seharusnya 

dapat didistribusikan ke daerah lain yang tidak memiliki sumber 

daya alam, akan tergerus dengan beban PBB dan PDRD Kontraktor 

Migas yang belum berproduksi.  

Dengan mekanisme Indirect Tax Deduction ini akan lebih 

memberikan rasa keadilan baik bagi Kontraktor sebagai penanggung 

beban pajak tidak langsung dan Pemerintah sebagai institusi yang 

akan melakukan distribusi penerimaan dari sumber daya alam 

kepada masyarakat. 

Keempat, pengelolaan keuangan negara akan lebih transparan 

dan efisien karena dengan mekanisem Indirect Tax Deduction 

Kontraktor akan membayar pajak tidak langsung yang menjadi 

kewajibannya secara langsung. 

Dengan melakukan pembayaran pajak secara langsung oleh 

Kontraktor maka kontrol terhadap penerimaan negara tersebut akan 

lebih terjamin karena Wajib Pajak atau masyarakat dapat mengetahui 

jumlah uang yang diterima oleh Negara.  

Dari sisi administrasi dan pengawasan atas keuangan negara 

juga menjadi lebih mudah dan lebih transparan. Pajak tidak langsung 

yang dibayar oleh Kontraktor akan dikembalikan secara langsung 

melalui Cost Recovery dan tidak masuk sebagai Faktor Pengurang 

dalam Rekening Migas sehingga tidak menjadi beban administratif 

Pemerintah. 

Kelima, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.10. secara 

keseluruhan dengan mekanisme Indirect Tax Deduction terdapat 

peningkatan jumlah Dana Bagi Hasil Migas sehingga penerimaan 
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Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga mengalami kenaikan. 

Namun kenaikan Penerimaan Pemerintah Pusat akan lebih besar. Hal 

ini disebabkan persentase bagi hasil Pemerintah Pusat atas PNBP 

SDA Migas lebih besar (bahkan sangat besar) dibanding dengan 

Pemerintah Daerah. 

Keenam,terdapat pergeseran pos penerimaan dari penerimaan 

yang menjadi hak Pemerintah Pusat yaitu PPh Migas dan 

Penerimaan Lainnya ke penerimaan yang akan di bagi hasilkan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Sebagaimana hasil pada Tabel 4.11, penerimaan Pemerintah 

Pusat yang berasal dari PPN, PPh Migas, dan Penerimaan Lainnya 

mengalami penurunan sebesar 1,01% sedangkan penerimaan untuk 

Bagi Hasil Migas meningkat sebesar 1,96%. Hal ini menunjukkan 

bahwa dari sisi distribusi pendapatan antara Pemerinta Pusat dan 

Daerah menjadi lebih baik. 

 

4.2.3. Analisis Perbandingan Existing Contract dan Kontrak Baru 

Pada pembahasan subbab ini akan dilakukan analisis 

perbandingan dari aspek ekonomi antara Existing Contract dengan 

kontrak baru yang dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

79 Tahun 2010. Existing Contract diartikan sebagai Production 

Sharing Contract yang ditandatanga sebelum berlakunya Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. 

Production Sharing Contract yang dibuat sebelum Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 ini menggunakan mekanisme 

VAT Reimbursement sedangkan Production Sharing Contract yang 

ditandangani atau diperpanjang setelah PP Nomor 79 harus 

menggunakan mekanisme Indirect Tax Deduction.  

Kontraktor akan mempertimbangkan aspek keekonomian atas 

kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan membandingkan 

antara mekanisme Existing Contract dengan kontrak yang baru 

ketika akan membuat Production Sharing Contract atau 
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memperpanjang kontrak yang telah dimiliki. Apabila kontrak yang 

baru lebih merugikan dibanding dengan Existing Contract,akan 

mendorong Kontraktor untuk mengosiasikan kembali klausul-klausul 

yang ada dalam kontrak atau tidak memperpanjang atau melakukan 

kegiatan investasi lagi di Indonesia. 

Existing Contract yang sampai saat ini masih berjalan, 

menggunakan beberapa tarif pajak dan share sebagaimana pada 

Tabel 1.1. Adapun untuk kontrak yang ditandatangani setelah 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, tarif pajak efektif yang 

berlaku adalah 40% dan persentase bagi hasil sebelum pajak antara 

Pemerintah dan Kontraktor untuk minyak adalah 75% dan 25%. 

Oleh karena itu, Kontraktor akan membandingkan antara lain pada 

aspek ekonomi antara mekanisme VAT Reimbursement dengan tarif 

pajak dan share yang berlaku dengan mekanisme Indirect Tax 

Deduction dengan tarif pajak efektif 40% dan persentase bagi hasil 

sebelum pajak antara Pemerintah dan Kontraktor untuk minyak 

sebesar 75% dan 25%. 

Pembahasan berikut ini akan menganalisis pengaruh 

perubahan tarif pajak dan persentase bagi hasil sebelum pajak antara 

Pemerintah dan Kontraktor terhadap penerimaan dari bagi hasil 

migas. Dengan menggunakan data simulasi sebelumnya hasil 

perhitungan sebagaimana pada Lampiran 4.12 dan Lampiran 4.13, 

berikut ini disajikan perbandingan hasil perhitungan penerimaan dari 

bagi hasil, perhitungan Net Cash Flow dan perhitungan Dana Bagi 

Hasil Migas. 
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Tabel 4.13. 

Perbandingan Perhitungan Penerimaan Bagi Hasil Migas 
Berdasarkan Tarif Pajak Yang Berlaku 

Mekanisme VAT Reimbursement 
 

40% 44% 48% 56%

PSC Share
Gov. Share 5.625.000  5.491.073   5.336.535   4.943.183  
Cont. Share 1.875.000  2.008.928   2.163.465   2.556.818  

Income Tax 594.110     701.072      824.664     1.139.860  

PSC Take
Gov. Take 6.608.836  6.607.727   6.606.615   6.604.396  
Cont. Take 891.164     892.274      893.386     895.604     

PSC Entitlement
Gov. Entitl. 6.608.836  6.607.727   6.606.615   6.604.396  
Cont. Entitl. 3.391.164  3.392.273   3.393.385   3.395.604  

Revenue
Gov. Revenue 6.608.836  6.607.727   6.606.615   6.604.396  
Cont. Revenue 3.391.164  3.392.273   3.393.385   3.395.604  

Tarif Pajak
Uraian

Sumber : data diolah sendiri 
 

Tabel 4.14. 

Perbandingan Perhitungan Net Cash Flow (NCF) 
Berdasarkan Tarif Pajak Yang Berlaku 

Mekanisme VAT Reimbursement 
 

40% 44% 48% 56%

Net Cash Flow - Undiscounted Factor
Goverment NCF 6.608.836   6.607.272  6.606.615  6.604.397   
Contractor NCF 891.164     892.274     893.386     895.604     

Net Cash Flow - Discounted Factor (10%)
Goverment NCF 1.628.541   1.628.182  1.627.811  1.627.019   
Contractor NCF 72.835       73.193       73.565       74.357       

Tarif Pajak
Uraian

 Sumber : data diolah sendiri 
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Tabel 4.15. 

Perbandingan Perhitungan Dana Bagi Hasil Migas 
Berdasarkan Tarif Pajak Yang Berlaku 

Mekanisme VAT Reimbursement 
 

40% 44% 48% 56%

1. Rekening Migas (a+b+c) 6.829.583 6.844.240 6.861.322 6.905.414 
a. PPh Migas 594.110    701.072    824.664    1.139.860 
b. Bagian Negara 5.625.000 5.491.073 5.336.535 4.943.183 
c. Lainnya 610.473    652.095    700.123    822.371    

2. Faktor Pengurang (a+b) 855.095    870.863    889.056    935.367    
a. Perpajakan 634.349    634.349    634.349    634.349    
b. Non Perpajakan 220.746    236.514    254.707    301.018    

3. PNBP Migas (1b-2) 4.769.905 4.620.210 4.447.479 4.007.816 
a. Pusat 4.027.837 3.901.345 3.755.387 3.383.872 
b. Daerah 742.068    718.865    692.092    623.944    

4. PBB 530.050    530.050    530.050    530.050    
a. Pusat (10% x 4) 53.005      53.005     53.005      53.005      
b. Daerah (90%x4) 477.045    477.045    477.045    477.045    

5. PDRD 4.800       4.800       4.800        4.800       
a. Pusat -              -              -              -              
b. Daerah 4.800       4.800       4.800        4.800       

6. Alokasi DBH Migas 5.304.755 5.155.060 4.982.329 4.542.666 
(3 + 4 + 5)
a. Pusat (3a+4a+5a) 4.080.842 3.954.350 3.808.392 3.436.877 
b. Daerah (3b+4b+5b) 1.223.913 1.200.710 1.173.937 1.105.789 

7. Pen. Pusat Lainnya (a+b 1.304.083 1.452.667 1.624.287 2.061.731 
a. PPN 99.500      99.500     99.500      99.500      
b. PPh Migas (= 1a) 594.110    701.072    824.664    1.139.860 
c. Pen. Lainnya (=1c) 610.473    652.095    700.123    822.371    

8. Bagi Hasil Migas (6 + 7) 6.608.838 6.607.727 6.606.616 6.604.397 
a. Pusat (6a+7) 5.384.925 5.407.017 5.432.679 5.498.608 
b. Daerah (= b) 1.223.913 1.200.710 1.173.937 1.105.789 

Tarif Pajak
Uraian

Sumber : data diolah sendiri 
 

Berdasarkan data-data sebagaimana pada Tabel 4.13, Tabel 4.14, dan 

Tabel 4.15, diketahui bahwa : 
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Pertama, penerimaan Pemerintah baik dari bagi hasil migas 

(Government Entitlement) maupun penerimaan secara keseluruhan 

(Government Revenue) akan semakin besar ketika tarif Pajak Penghasilan 

semakin rendah dan bagi Kontraktor sebaliknya. Hal tersebut dikarenakan 

dengan tarif pajak yang rendah, penerimaan bagi hasil sebelum pajak yang 

diterima oleh Pemerintah lebih besar meskipun penerimaan PPh Migas 

semakin kecil. Oleh karena itu terjadi pergeseran dari Penerimaan PPh 

Migas ke Penerimaan selain PPh Migas. Hal ini sebagaimana ditunjukkan 

pada Grafik 4.9 di bawah ini. 

 

 
Sumber : data diolah sendiri 

 

Gambar 4.9. 

Grafik Perbandingan Penerimaan Bagi Hasil Migas 
Berdasarkan Tarif Pajak – Mekanisme VAT Reimbursement  

 

Kedua, perhitungan Net Cash Flow Pemerintah dengan tarif pajak 

yang semakin rendah akan menjadi lebih besar. Sedangkan Net Cash Flow 

Kontraktor semakin kecil dengan tarif pajak yang semakin rendah. Hal ini 

sejalan dengan jumlah penerimaan Pemerintah yang semakin besar bila tarif 

pajak semakin kecil dan bagi Kontraktor berlaku sebaliknya sebagaimana 

ditunjukkan pada Grafik 4.10. 
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Sumber : data diolah sendiri 

 

Gambar 4.10 

Grafik Perbandingan Net Cash Flow 
Berdasarkan Tarif Pajak – Mekanisme VAT Reimbursement  

 

Ketiga, penerimaan di Rekening Migas yang terdiri dari penerimaan 

PPh Migas, minyak bagian Pemerintah dan Penerimaan Lainnya mengalami 

penurunan sejalan dengan penurunan tarif pajak. Penurunan tersebut 

disebabkan penerimaan yang menurun dari penerimaan PPh Migas dan 

penerimaan lainnya meskipun penerimaan migas bagian Pemerintah  berupa 

Equity Share mengalami kenaikan. Namun secara keseluruhan penerimaan 

pada Rekening Migas mengalami penurunan seiring dengan penurunan tarif 

pajak. 

Keempat, penurunan tarif pajak menyebabkan PNBP SDA Migas 

mengalami peningkatan sehingga bagi hasil untuk Pemerintah Daerah juga 

mengalami peningkatan sedangkan penerimaan bagi hasil migas untuk 

Pemerintah Pusat mengalami penurunan. Penurunan bagi hasil bagian 

Pemerintah Pusat disebabkan penerimaan  PPh Migas dan penerimaan 

lainnya mengalami penurunan yang lebih besar bila dibandingkan dengan 

peningkatan penerimaan dari bagi hasil migas bagian Pemerintah. Gambar 

4.11 menggambarkan perbandingan penerimaan pada Rekening Migas dan 

alokasi penerimaan bagi hasil migas dengan tarif pajak yang berbeda-beda. 
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Sumber : data diolah sendiri 

 

 Gambar 4.11 

Grafik Perbandingan Perhitungan Alokasi Penerimaan Bagi Hasil Migas 
Berdasarkan Tarif Pajak – Mekanisme VAT Reimbursement  

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan 

penurunan tarif Pajak Penghasilan akan menyebabkan penerimaan PPh 

Migas menurun dan penerimaan Pemerintah diluar PPh Migas meningkat. 

Secara keseluruhan penerimaan Pemerintah meningkatkan ketika tarif Pajak 

Penghasilan diturunkan. Sedangkan bagi Kontraktor, penurunan tarif pajak 

akan menurunkan penerimaan Kontraktor secara keseluruhan. 

Berdasarkan hasil simulasi pada Tabel 4.13, Tabel 4.14, dan Tabel 

4.15 dan membandingkan hasilnya dengan mekanisme Indirect Tax 

Deduction dengan tarif pajak 40% diketahui bahwa penerimaan Kontraktor 

akan cenderung mengalami penurunan sedangkan penerimaan Pemerintah 

akan terjadi peningkatan. Selisih penurunan penerimaan Kontraktor tersebut 

akan semakin besar apabila tarif pajak yang berlaku pada mekansime VAT 

Reimbursement semakin besar.  

Oleh karena itu, dengan mekanisme Indirect Tax Deduction dan tarif 

pajak penghasilan yang rendah, Pemerintah dapat mengoptimalkan 

penerimaan negara dari bagi hasil migas. Sedangkan bagi Kontraktor 
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kebijakan perlakuan pajak tidak langsung tersebut akan semakin 

menurunkan penerimaan Kontraktor dan menambah risiko kegiatan usaha 

Kontraktor. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini akan menguraikan kesimpulan terkait dengan hasil simulasi yang 

telah dilakukan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang sebaiknya diambil 

oleh Pemerintah. Selain itu akan disampaikan keterbatasan penelitian ini dan 

penelitian lanjutan untuk dilakukan pada masa berikutnya. 

 

5.1. Kesimpulan 

Fokus utama dalam penelitian ini adalah membandingkan pengaruh 

perlakuan pajak tidak langsung yaitu PPN, PBB dan PDRD terhadap 

penerimaan bagi hasil migas dan Dana Bagi Hasil Migas. Oleh karena itu 

terdapat dua hal pokok yang diteliti yaitu pengaruhnya terhadap penerimaan 

bagi hasil migas dan Alokasi Dana Bagi Hasil Migas antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Perlakuan terkait dengan pajak tidak langsung dimaksud mengalami 

perubahan setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2010 tentang 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan 

Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut pajak tidak langsung menjadi 

komponen biaya yang dapat dikembalikan dan Kontraktor wajib membayar 

PPN, PBB dan PDRD yang menjadi kewajibannya. Sebelumnya, Kontraktor 

membayar PPN dan PBB dan PDRD yang terutang ditanggung oleh 

Pemerintah.  PPN yang telah dibayar oleh Kontraktor akan dikembalikan 

oleh Pemerintah ketika sudah terdapat bagi hasil migas untuk Pemerintah. 

Perlakuan pajak tidak langsung sebelum Peraturan Pemerintah ini 

dalam penelitian ini disebut mekanisme VAT Reimbursement, sedangkan 

perlakuan pajak tidak langsung setelah Peraturan Pemerintah ini disebut 

mekanisme Indirect Tax Deduction.  

Dengan menggunakan data simulasi dan beberapa asumsi yang 

dibangun, diperoleh hasil bahwa perlakuan pajak tidak langsung dengan 

mekanisme Indirect Tax Deduction menyebabkan penerimaan Pemerintah 
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secara keseluruhan (Government Revenue atau penerimaan dari bagi hasil 

migas bagian Pemerintah dan penerimaan pajak tidak langsung) lebih tinggi 

bila dibandingkan dengan mekanisme VAT Reimbursement. Besarnya 

kenaikan tersebut adalah sesuai dengan persentase bagi hasil setelah pajak 

bagian Kontraktor atas pajak tidak langsung yang menjadi kewajiban 

Kontraktor. Namun demikian penerimaan Pemerintah dari bagi hasil migas 

mengalami penurunan (Government Entitlement). Hal ini disebabkan 

terdapat tambahan pajak tidak langsung dalam cost recovery sehingga bagi 

hasil migas bagian Pemerintah dan PPh Migas menjadi lebih kecil. 

Dari sisi waktu penerimaan, Pemerintah akan memperoleh 

penerimaan pajak tidak langsung sejak Kontraktor beroperasi meskipun 

terdapat kemungkinan penerimaan dari bagi hasil migas akan diterima lebih 

lama karena terdapat tambahan beban pajak tidak langsung dalam cost 

recovery. Perlakuan pajak tidak langsung menjadi komponen cost recovery, 

dapat diartikan bahwa Pemerintah telah memberikan insentif kepada 

Kontraktor karena Pemerintah menanggung pajak tidak langsung tersebut 

sebesar 85% atau sebesar persentase bagi hasil setelah pajak bagian 

Pemerintah.  

Sedangkan bagi Kontraktor, mekanisme Indirect Tax Deduction 

memberi dampak yang tidak menguntungkan. Pertama, Kontraktor harus 

membayar pajak tidak langsung sejak awal beroperasi sehingga akan dapat 

mempengaruhi cash flow Kontraktor. Kedua, Kontraktor akan menanggung 

risiko yang lebih besar dalam kegiatan investasi pertambangan migas yang 

memiliki risiko kegagalan dan dana yang besar. Penggantian pajak tidak 

langsung tersebut akan dilakukan melalui cost recovery, sehingga apabila 

Kontraktor gagal dalam kegiatan usahanya maka pajak tidak langsung 

tersebut akan menjadi beban Kontraktor sepenuhnya. Ketiga, pembayaran 

pajak tidak langsung akan menambah beban administrasi bagi Kontraktor 

karena harus menghitung dan menyetorkan pajak tidak langsung tersebut. 

Terakhir, secara keseluruhan penerimaan Kontraktor (Contractor Revenue) 

menjadi lebih rendah bila dibandingkan dengan mekanisme VAT 

Reimbursement, meskipun penerimaan dari bagi hasil migas (Contractor 
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Entitlement) mengalami kenaikan. Penurunan penerimaan tersebut akan 

lebih besar jika memperhitungkan faktor waktu.  

Berdasarkan simulasi juga diperoleh hasil bahwa mekanisme Indirect 

Tax Deduction menyebabkan penerimaan Pemerintah dalam Rekening 

Migas mengalami penurunan. Penurunan tersebut berasal dari berkurangnya 

penerimaan bagi hasil bagian pemerintah dan menurunnya penerimaan PPh 

Migas karena tambahan pajak tidak langsung dalam cost recovery.  

Meskipun penerimaan pada Pemerintah pada Rekening Migas 

mengalami penurunan, namun jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang 

akan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengalami 

kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, 

Pemerintah tidak lagi menanggung PBB dan PDRD yang menjadi kewajiban 

Kontraktor. Hal ini menyebabkan “faktor pengurang” dalam penghitungan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Migas menjadi lebih kecil. 

Kedua,  dengan mekanisme Indirect Tax Deduction menyebabkan terjadinya 

pergeseran pos penerimaan dari penerimaan Pemerintah Pusat (yang berasal 

dari PPh Migas dan penerimaan lainnya) ke penerimaan Dana Bagi Hasil 

Migas yang akan dialokasikan ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Oleh karena itu mekanisme Indirect Tax Deduction memperbaiki pola 

distribusi pendapatan dari sumber daya alam antara Pemerintah Pusat ke 

Pemerintah Daerah. 

Beban administrasi dan keuangan dari Pemerintah Pusat, dengan 

mekanisme Indirect Tax Deduction juga menjadi lebih ringan karena 

Pemerintah Pusat tidak menanggung PBB dan PDRD Kontraktor yang 

belum berproduksi. Dengan demikian, Pemerintah Pusat akan memiliki 

lebih besar dana dari bagi hasil migas untuk dialokasikan ke daerah-daerah 

lain yang tidak memiliki sumber daya alam sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.  

Lebih lanjut penelitian, ini juga melihat pengaruh penurunan tarif 

pajak terhadappenerimaan bagi hasil Pemerintah dan Kontraktor pada 

Existing Contract dengan mekanisme VAT Reimbursement. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak akan meningkatkan penerimaan 
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Pemerintah dari bagi hasil migas sedangkan penerimaan Kontraktor justru 

mengalami penurunan. 

Penurunan tari pajak juga menyebabkan penurunan penerimaan pada 

Rekening Migas namun PNBP SDA Migas mengalami kenaikan. Hal 

tersebut disebabkan penurunan penerimaan PPh Migas dan migas bagian 

Pemerintah dan penurunan faktor pengurang juga. Peningkatan PNBP SDA 

Migas tersebut akan berdampak pada peningkatan jumlah Dana Bagi Hasil 

Migas yang dialokasikan kepada emerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Ketentuan kontrak berdasarkan tarif pajak yang berlaku saat ini 

adalah tarif PPh Migas efektif 40% dan persentase bagi hasil sebelum pajak 

antara Pemerintah dan Kontraktor untuk minyak adalah 75% dan 25%. 

Dengan membandingkan hasil simulasi existing contract pada berbagai tarif 

PPh Migas dengan kontrak setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2010, diketahui bahwa penerimaan Kontraktor akan cenderung mengalami 

penurunan sedangkan penerimaan Pemerintah akan terjadi peningkatan. 

Selisih penurunan penerimaan Kontraktor tersebut akan semakin besar 

apabila tarif pajak yang berlaku pada mekansime VAT Reimbursement 

semakin besar.  

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa kebijakan perlakuan 

pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 akan lebih memberikan keuntungan bagi 

Pemerintah dari sisi penerimaan negara dan risiko keuangan Pemerintah. 

Sedangkan bagi Kontraktor akan memberikan pengaruh yang kurang 

menguntungkan bila dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya baik dari 

sisi penerimaan dari kegiatan usaha migas maupun risiko usaha yang 

dijalankan Kontraktor. 

 

5.2. Saran 

Kebijakan fiskal di sektor sumber daya alam khususnya 

pertambangan migas diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan 

Pemerintah dan dapat mendorong investasi di sektor pertambangan migas. 

Oleh karena itu diperlukan kebijakan fiskal yang menjamin penerimaan 
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Pemerintah secara berkelanjutan, netral, memiliki kepastian hukum dan 

mengurangi beban administrasi bagi Pemerintah maupun Kontraktor. 

Berdasarkan hasil simulasi yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan terkait dengan 

hasil simulasi kebijakan perlakuan pajak tidak langsung. 

Pertama, Pemerintah perlu menyusun ketentuan pelasanaan 

pembayaran pajak tidak langsung tersebut terutama PBB dan PDRD secara 

baik sehingga tidak membebani Kontraktor dari sisi administrasi dan 

keuangan. Pengitungan PBB terutama pada areal pertambangan migas 

(onshore dan offshore) secara benar bukanlah hal yang mudah. Mekanisme 

pembayaran PDRD secara langsung kepada Pemerintah Daerah jangan 

sampai menimbulkan permasalahan administrasi baik bagi Pemerintah 

Daerah maupun bagi Kontraktor. Peraturan pelaksanaan tersebut perlu 

disosialisasikan kepada Kontraktor dan Pemerintah Daerah yang 

bersangkutan. Apabila ketentuan pelaksanaan tersebut tidak jelas maka akan 

menimbulkan dispute antara Pemerintah dan Kontraktor dan menimbulkan 

ketidakefisienan.  

Kedua, Pemerintah dapat membuka peluang untuk negosiasi besaran 

bagi hasil sebelum pajak antara Pemerintah dan Kontraktor. Penurunan tarif 

PPh Badan menyebabkan menurunnya penerimaan Kontraktor dan 

pengenaan pajak tidak langsung menyebabkan beban secara langsung oleh 

Kontraktor. Untuk tetap mempertahankan optimalisasi penerimaan negara 

dan menarik investor melakukan kegiatan investasi di Indonesia, Pemerintah 

dan Kontraktor dapat  menegosiasikan besaran bagi hasil sebelum pajak 

yang disesuaikan dengan kondisi wilayah pertambangan. Apabila kondisi 

wilayah pertambangan memiliki risiko ekonomi yang rendah maka 

persentase bagi hasil negara dapat lebih besar dari yang saat ini ada dan 

apabila kondisinya sebaliknya, Kontraktor dapat memperoleh persentase 

bagi hasil yang lebih besar.  

Ketiga, perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait dengan dampak 

perlakuan Pajak Tidak Langsung ini terhadap investasi di sektor 

pertambangan migas di Indonesia dan respon Kontraktor migas atas 
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diterapkannya kebijakan Pajak Tidak Langsung berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. 
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